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Abstrak 
Nama : Nur Isna  
Nim  : 90100116083  
Judul   : Pandangan  Islam  Tehadap  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)     
 Hubungannya dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada   
Wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) untuk mengetahui mekanisme 
Program Keluarga Harapan (PKH) hubungannya dengan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten 
Kepulauan Selayar dan 2) untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam 
terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) hubungannya dengan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten 
Kepulauan Selayar.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti 
menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan fenomena sosial 
yang ada di masyarakat. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan 
sosiologis dan yuridis, yaitu peneliti  melihat aspek sosial yang ada di masyarakat 
dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data 
sekunder. data primer diperolel langsung dari Dinas Sosial dan Masyarakat 
Kecamatan Bontoharu, sedangkan data sekunder diperoleh dari website resmi 
Kementrian Sosial Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan (PKH).  
Hasil Penelitan ini menunjukkan bahwa mekanisme Program Keluarga 
Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar 
sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 
yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Menurut 
pandangan Islam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program 
pemerintah yang bersifat ta’awun (tolong-menolong), dan Program Keluarga 
Harapan (PKH) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena 
masyarakat KPM PKH Kacamatan Bontoharu mampu memnuhi kebutuhan 
Primer (Dharuriyat) yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memenuhi 
kebutuhan sekunder (Hajiyat) yaitu pendidikan dan kesehatan.  
  
  
Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat, 









A. Latar Belakang  
Kesejahteraan merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh 
banyak negara. Salah satu permasalahan dari kesejahteraan adalah masih banyak 
warga negara yang belum terpenuhi hak kebutuhan dasarnya seperti masyarakat 
yang tidak menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat, kurangnya 
kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya 
kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, dan kurangnya jaminan untuk 
ketidakberdayaan sehingga menyebabkan kondisinya menjadi sangat miskin.
1
 
Dalam kehidupan memang akan terjadi perbedaan kesenjangan ekonomi 
diantara pelaku ekonomi karena itu merupakan sunnatullah. Kondisi inilah yang 
secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi. Bagi siapa yang 
mempunyai kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT maka dia 
diwajibkan menolong sasudara yang mempunyai kekurangan rezeki sehingga 
kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama 
sekali. 
Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rum/30 :38. 
                         
           . 
Terjemahnya:  
Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian 
pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah 
                                                           
1 Huzaipa, “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sigi Biromaru 





yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan 
mereka itulah orang-orang beruntung. 
 Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan manusia agar 
memberikan nafkah, sedekah, dan segala bentuk kebaikan kepada kerabat dan 
orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Karena pemberian bantuan ini 
adalah kebaikan yang banyak dan balasan yang besar bagi mereka yang 
memberinya dengan ihlas.
2
  Pemberian kebaikan dalam bentuk sedekah 
dimaksudkan agar orang-orang yang menerima dapat terpenuhi kebutuhan 
pokoknya seperti makanan, minuman dan pakaian.
3
  
Indonesia adalah salah satu negara yang memimpikan kesejahteraan bagi 
warga negaranya. Sebab kesejahteraan adalah tujuan final bangsa dari zaman 
kemerdekaan sampai sekarang.
4
 Kesejahteraan tidak akan lepas dari fenomena 
kemiskinan. Banyak upaya- upaya yang telah dilakukan  oleh pemerintah untuk 
mendorong kesejahteraan salah satunya ialah menuntaskan kemiskinan. Karena 
sejatinya kesejahteraan masyarakat memang tanggung jawab pemerintah. 
Nabi Muhammad Saw bersabda:
5
 
رُالَِّذي َعَلي  َعْن اْبِن ُعَمَرَعْن النَِّبَّ أنَُّو قَاَل ُكُلُكْم رَاٍع و ُكُلُكْم مسعوٌل َعْن رِعيَِّتِو فاْْلَِمي ْ
ُهْم َواْلَمْرأَُة  ُهْم َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلي أْىِل بَ ْيِتِو َوُىوَمْسُئوٌل َعن ْ النَّاِس رَاٍع وىومسئ ٌل عن ْ
                                                           
2 Wahbah Az-Zhuhaili, tafsir Al-Wajiz,https://tafsirweb.com/7402-surat-ar-rum-ayat-38. 
html, (diakses pada tanggal 13 Desember 2019). 
3 Muhammad bin Shalih asy-Syawi, https://tafsirweb.com/7402-surat-ar-rum-ayat-38-ht 
ml, (diakses pada tanggal 13 Desember 2019). 
4 Al Mizan,” Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”, Al 
Maqdis(Jurnal Kajian Ekonomi Islam)1 no. 1 (2016): h. 63 
5 Ambo Asse, Hadis Ahkam Ibadah, Sosial, dan Politik, (Makassar: Alauddin University 




ُهْم َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى رَاِعَيٌةَعَلي بَ ْيِت بَ عْ  ُهْمَ وَوَلِدِه َوِىي َمْسُؤَلُةَعن ْ َهاَوَوَلِدِه َوِىَي َمْسُؤُل َعن ْ ِلي ْ
)رواه  َماِل َسيَِّدِه َوُىَوَمْسُؤٌل َعْنُو أْلَفُكُلُكْم رَاٍع وَُكُلُكْم رَاٍع وَُكُلُكْم َمْسُؤٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 
  لبخاري ومسلم(
Artinya: 
Riwayat dari ibn „Umar ra, dari Nabi Saw belau bersabda: Kalian 
sebenarnya adalah pemimpin dan (akan) dimintai pertanggungjawaban 
atas kepemimpinannya. Pemerintah yang mengatur manusia, ditanya 
tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pimpin keluarganya dan akan 
ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri memelihara rumah suami 
dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. 
Seorang hamba (buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan 
ditanya tentang pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian pemimpin akan 
dituntut tentang hal yang dipimpinnya. (HR.Bukhari dan Muslim).  
 
Maksud dari hadis tersebut bahwa etika kepemmipinan dalam Islam 
adalah tanggung jawab. Tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna 
melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (Atsar) 
bagi yang dipimpin. Yang dimaksud tanggung jawab disini adalah upaya seorang 
pemimpin mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnnya. Seorang 
pemimpin dalam hal ini presiden tidak cukup hanya sebatas pemerintah jika 
belum berupaya untuk mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan menuju 
kesejahteraan. Kesejahteraan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan .
6
 
Islam memandang bahwa kemiskinan adalah hal yang membahayakan 
karena kemiskinan mampu membuat sesorang lupa kepada Allah dan juga rasa 
sosialnya kepada sesama. Hadis Rasulullah Saw menjelaskan bagaimana bahaya 
                                                           








Rasulullah Saw bersabda: 
                            ُو,قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اللَُّو َكاَد اْلَفَقُر َاْن َيُكْوَن ُكُفرًاِ       َعْن أَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعنْ 
Artinya: 
Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda kefakiran mendekati 
kefukuran. 
 
Maksud dari hadis tersebut bahwa sesorang yang fakir miskin pada 
umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang kaya. Kedengkian dapat 
melenyapkan kebaikan dan menumbuhkan kehinaan dalam hati mereka sehingga 
mereka melancarkan segala upaya demi mencapai kedengkian. Ini menimbulkan 
adanya ketidakridhaan atas takdir yang ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan 
mencela rezeki yang datang padanya. Walaupun semua itu belum termasuk dalam 




Untuk mengurangi kemiskinan salah satu kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah ialah menerapkan program jaminan sosial sebagai upaya untuk 
menuntaskan kemiskinan. Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan sosial. Ada 
jaminan antara indivudu dengan individu, ada individu dan keluarga dekatnya, 
individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat lainnya dan antara satu 
                                                           
7 Nurul Huda, Ekonomi Pembanguna Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24. 





lapisan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Namun jika seseorang tidak 
memliki kerabat, atau memiliki kerabat namun hidupnya pas-pasan, maka dalam 
kondisi ini kewajiban memberi nafkah beralih ke bait al Mal (kas negara).
9
 
Langkah  yang diambil oleh pemerintah dalam mensejahterakan 
masyarakat sebagai upaya penuntasan kemisikinan adalah melaui pogram jaminan 
sosial. Salah satu program jaminan sosail  yang dilakukan untuk pemerintah ialah 
PKH (Program Keluarga Harapan).
10
 
PKH (Program Keluarga Harapan) hadir sejak 2007 yang digunakan untuk 
mengurangi beban rumah tangga sangat miskin. Program ini membidik masalah 
kesejahteraan, maka tidak mengherankan apabila desain dari PKH (Program 
Keluarga harapan) diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, 
kakak perempuan) yang biasa disebut pengurus keluarga. Pemberian PKH kepada 
pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong efektifitas PKH dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.
11
 
PKH (Program Keluarga Harapan) dirancang untuk membantu penduduk 
miskin kluster terbawah berupa bantuan pendidikan dan kesehatan. PKH 
(Program Keluarga Harapan) dijalankan sebagai pelaksanaan UU no.40 tahun 
2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres no 3 tahun 2010 tentang program 
pembangunan yang berkeadilan. Perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan 
                                                           
9 Akhmad Mujakhidin, Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, 
(Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.115. 
10 La Ode Muhammad Elwan, “ Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi”, Journal Piblioho (2018): h. 2.  
11 Hasrul Hanif, dkk, “Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih 
bermakna: Analisa Gender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan 









PKH (Program Keluarga Harapan) yang merupakan program warisan dari 
presiden Susilo Bambang Yudhyono yang kemudian diteruskan oleh presiden 
Joko Widodo. Program ini memang sangat baik untuk masyarakat miskin. Sejak 
dikeluarkannya program ini, banyak masyarakat miskin yang menerima bantuan 
ini. Pada tahun 2017 anggaran pemerintah melalui APBN nominalnya cukup 
besar yaitu sekitar 17,8 Triliyun Rupiah yang memberikan manfaat bagi sekitar 10 
juta masyarakat penerima kartu PKH.
13
 
Menurut penelitan yang dilakuan oleh Dina Kadek Andriani di Kecamatan 
Buleleng Bali, PKH (Program Keluarga Harapan) memberikan dampak yang 
positif. Hal ini terlihat dengan tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan 
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Kecamatan Buleleng 
sebesar 1629 jiwa, pada tahun 2012 tingkat kemiskinan 1635 jiwa, pada tahun 
2013 tingkat kemiskinan 1647, pada tahun 2014  turun menjadi 1660 jiwa.
14
 
Menurut penelitian dari Kementrian Sosial Republik Indonesia PKH 
(Program Keluarga Harapan) telah meningkatkan  konsumsi rumah tangga di 
Indonesia sebesar 4,8%.
15
 Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2011 
mengkonfirmasi bahwa PKH memberikan dampak positif bagi penerima bantuan. 
                                                           
12 Kadek Dina Indriani, “Analisis Pemanfaatan Program keluarga harapan  (PKH) 
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-
2015”,Journal Pendidikan Ekonomi10 no.2 (2017): h. 4. 
13 Muhammad Rizal, “ Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat Kabupaten Sidiarjo Tahun 2017”, skripsi, (Surabaya:Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat,2018), h.7. 
14 Kadek Dina Indriani, “Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (Pkh) 
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-
2015”, h. 1. 





Penerima PKH memiliki kelebihan uang tunai yang digunakan untuk membeli 
makanan serta mampu menunjang kesehatan mereka.
16
 
Masyarakat telah banyak tersentuh dengan PKH (Program Keluarga 
Harapan) yang telah berjalan selama 8 tahun ini. Salah satunya adalah masyarakat 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurut Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali 
Penerima Manfaat PKH di kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 6012 
penerima manfaat.
17
. Meskipun PKH banyak memberikan dampak positif bagi 
masyarakat di Indonesia, tapi tidak dengan masyarakat Kecamatan Bontoharu 
Kabupaten Kepulauan Selayar.  
Sebagian masyarakat Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan 
Selayar mengeluh tentang banyaknya masyarakat yang memperoleh PKH tidak 
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial Republik 
Indonesia. Salah satunya karena adanya koneksi antara masyarakat dengan 
pengelola PKH Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Masalah 
lain adanya masyarakat yang hak penerima PKH dicabut tanpa pemberitahuan 
dari  pihak pengelola PKH. 
Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadis: 
ُرْوا يسُرْواَوْلَتِ  (اخرجهالبخاري)َعَسُروا,َبَشُرْواَوْلَتُ نَ فَّ  
Artinya: 
Ringankan jangan menyulitkan, gembirakan jangan menggusarkan. (HR. 
Bukhari dari Sa‟id). 
                                                           
16 Hasrul Hanif, dkk, Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih 
bermakna: Analisa Gender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan 
Kabupaten Bima (NTB), h.14 
17 Tribun Selayar, “Di Selayar ada 6.012 Penerima PKH, Tiap warga dapat segini”Artikel, 
https://makassar,tribunnews.com/2018/02/05/di-selayar-ada-6012-penerima-pkh-tiap-warga-dapat- 




Masud dari  hadis tersebut adalah dalam memberi pelayanan secara umum 
kepada masyarakat hendaknya saling menggembirakan, saling memudahkan, 
bukan sebaliknya saling  yakni saling menyulitkan dan menggusarkan.
18
 Pelayan 
yang baik yang dilakukan oleh seseorang staf harus sesuai dengan petujuk 
Rasulullah Saw akan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. 
Selain itu tingkat pendidikan yang menjadi tujuan utama dari PKH masih 
minim di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Ditandai dengan 
masih banyak anak dari penerima PKH  yang putus sekolah di kalangan 
masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang dapat ditarik sebuah judul “Tinjauan 
Ekonomi Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 
hubungannya dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 
Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”. 
B. Fokus penelitian dan Deskripsi fokus  
1. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian ini adalah tinjauan Islam terhadap Program Keluarga 
Harapan (PKH) hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Adapun penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara yang mendalam 
dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi 
terkait dengan apa yang dibutuhkan. 
2. Deskripsi Fokus  
Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian yang mendalam terkait 
tinjauan Islam terhadap Program Keluarga Harapan hubungannya dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari PKH adalah untuk 
                                                           




mensejahterakan masyarakat menengah kebawah melalui pendidikan dan 
kesehatan. Namum tujuan dari PKH ini akan efektif apabila semua pihak yang 
terlibat dalam PKH menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya.  
C. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka 
permasalahan yang akan di analisis diantaranya: 
1. Bagaimana mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 
penigkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bontoharu Kabupaten 
Kepulauan Selayar ? 
2. Bagaimanakah tinjauan Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) 
hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten 
Kepulauan Selayar ? 
D. Kajian Pustaka 
Pokok masalah yang penulis angkat mempunyai relevansi dengan 
sejumlah teori yang ada dalam jurnal maupun skripsi. Di antara beberapa  jurnal 
dan skripsi yang mempunyai relavansi dengan judul skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. La Ode Muhammad dalam jurnal yang berjudul Implementasi Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi 
dengan kesimpulan bahwa sosialisasi petugas/pendamping tentang PKH 
hanya untuk penerima PKH saja. Proses pendataan PKH sudah dilakukan 
dengan prosedur dan ketentuan program PKH namun masih banyak 
masyarakat yang semsetinya masuk dalam kriteria tapi belum 
mendapatkan. 
2. Huzaipa dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program 




kesimpulan bahwa kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Sigi Biromaru dinilai berhasil ditandai dengan meningkatnya 
jumlah kunjungan keluarga miskin ke sarana layanan kesehatan. 
Demikian juga dengan pendidikan jumlah anak dari keluarga miskin 
semakin bertambah untuk memenuhi kehadiran di sekolah. 
3. Muhammad Rizal dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Program 
Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 dengan kesimpulan bahwa pengaruh 
Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat 
berpengaruh signifikan yang sangat kuat yaitu 89%. 
4. Hasrul Hanif, dkk dalam laporan penelitian yang berjudul Mewujudkan 
Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna: Analisa 
Gender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa 
Timur) dan Kabupaten Bima (NTB) dengan kesimpulan bahwa penerima 
PKH dalam hal ini perempuan penerima PKH tidak merubah struktur 
relasi gender yang ada di masyarakat, namun perempuan penerima 
manfaat PKH rata-rata mampu mandiri secara finansial atau menjadi 
mitra dalam mencari nafkah keluarga. 
5. Kadek Dina Indrini dalam jurnal yang berjudul Analisis Pemanfaatan 
Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2015 dengan 
kesimpulan bahwa PKH di kecamatan Buleleng telah tepat sasaran,  
dengan hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 






E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian diantaranya: 
a. untuk mengetahui mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bontoharu Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
b. untuk mengetahui tinjauan islam terhadap Program keluarga Harapan 
hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 
mengenaitinjauan islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 
hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 
Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.  






BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan 
 Program Keluarga Harapan adalah salah satu program yang memberikan 
bantuan langsung tunai kepada keluarga sangat miskin.
19
 Program Keluarga 
Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin 
(KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam istilah 
internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT).
20
 
RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) diwajibkan memenuhi persyaratan 
yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dari segi pendidikan dan 
kesehatan.
21
 PKH akan memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM 




Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementrian Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, TNP2K, dan Pemerintah Daerah. 
                                                           
19 Kadek Dina Indriani, “ Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) 
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-
2015”, h. 3.  
20 Ayu Andira, dkk, “ Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara   Kota Samarinda”, 
Jurnal Pemerintahan6 no. 2, (2018): h. 1441. 
21 La Ode Muhammad Elwan, “ Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi”, h. 6.  
22 Edi Suharto, “Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan 






Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya 
PKH dijalankan berdasarkan peraturan:
23
 
1. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasioanal. 
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial 
3. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin 
4. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan 
5. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 
berkeadilan poin 1 lamoiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan 
Program keluarga Harapan 
6. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan a\dan Pemberantasan 
Korupsi lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transportasi Penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) 
sebagai peserta Program Keluarg Harapan (PKH). 
Kriteria Peserta PKH (Program Keluarga Harapan) terdiri dari beberapa 
komponen yaitu sebagai  berikut:
24
 
a. Kriteria Komponen Kesehatan Meliputi ibu hamil dan anak usia 6 tahun 
b. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah usia 6 sampai 21 tahun 
yang belum menyelasaikan wajib belajar 12 tahun 
c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia dan disabilitas 
Sasaran Peserta PKH (Program Keluarga Harapan) adalah keluarga miskin 
dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin 
                                                           
23 La Ode Muhammad Elwan, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi”, h. 6. 
24 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non 




yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang 
berada di wilayah: 
a. Pesisir dan pulau-pulau kecil 
b. Daerah tertinggal/terpencil 
c. Perbatasan antar negara. 
Tujuan Umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai 
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku 
keluarga sangat miskin (KSM)  yang relatif kurang mendukung peningkatan 
kesejahteraan. Tujuan tersebut sebagai upaya mempercepat pencapaian target 
Millenium Development Goals (MDGS).
25
 
Secara khusus tujuan PKH diantaranya ialah:
26
 
1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses 
layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial 
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 
miskin dan rentan 
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 
Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 
kesejahteraan sosial 
4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 
5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga 
Penerima Manfaat. 
Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan yang 
dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2018, PKH sudah 
                                                           
25 Huzaipa, “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sigi 
Biromaru Kabupaten Sigi”, h. 159. 
26 Perlindungan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 




dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512 Kabupaten/Kota dan 7.214 
Kecamatan.
27
 Sampai Juni 2019 alokasi pembiayaan PKH dalam anggaran 
pendapatan belanaja tahun 2019 telah mencakup 10.000.232 KPM di seluruh 
kabupaten dan kota.
28
 Bantuan diberikan maksimal 4 jiwa dalam satu keluarga. 




Perencanaan dilakukan untuk menetukan lokasi Keluarga penerima 
manfaat  
2. Penetapan Calon Peserta PKH 
Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah 
kepesertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah 
provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan 
kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 
penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan 
oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. 
3. Pertemuan Awal dan Validasi 
Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan 
validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan 
fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria 
komponen PKH (eligible). 
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4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH 
KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen 
dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan:  
a. Hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening 
bank; dan/atau  
b. hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data. 
5. Penyaluran Bantuan 
Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM 
PKH yang memiliki komponen kepesertaan (eligible), memenuhi kewajiban 
berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau 
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan. 
6. Pendampingan 
Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian 
tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi 
dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan 
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH 
juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan 
persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH. 
7. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal 
dengan Family Development Session (FDS) merupakan sebuah intervensi 
perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak 







8. Verifikasi Komitmen 
Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran 
anggota KPM PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai 
dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial. 
9. Pemuktahiran Data 
Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi 
terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program 
perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, 
penyaluran dan penghentian bantuan 
10. Transformasi Kepesertaan 
Transformasi kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran sebagai 
Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran 
sosial ekonomi. Semua KPM PKH didata ulang dan dievaluasi baik dalam status 
kepesertaan maupun status sosial ekonomi. 
11. Pengaduan 
Pengaduan akan ditindaklanjuti ke dalam pembahasan kasus (case 
conference) diselenggarakan untuk identifikasi masalah, pemeriksaan substansi 
pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan klasifikasi atas kasus pengaduan yang 
tidak bisa ditangani di tingkat operator contact center, yang dilakukan oleh Tim 
Pengelola Contact Center dan Penanganan Pengaduan. 
B. Konsep Tentang Kesejahteraan Masyarakat 
Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 
seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (basic needs) berupa sandang, 
pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan menurut kamus bahasa 
Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan 




berjudul Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Banjarmasin Selatan 
mengatakan bahwa kata sejahtera berasal dari kata sansekerta “catera” yang 
berarti payung. Dalam kontes kesejahteraan catera mempunyai makna orang yang 
sejahtera ialah orang yang mempunyai kehidupan bebas dari kemiskinan, 




Titik ukur dari kesejahteraan diukur melalui kesehatan, keadaan ekonomi, 
kebahagiaan, dan kualitas hidup.
31
 Meskipun ada beberapa tolak ukur dari 
kesejahteraan, namun materi adalah hal utama jika berbicara tentang 




Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
membagi kriteria keluarga sejahtera dalam tiga tahapan yakni tahapan Keluarga 
Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera 1 (KS 1), dan Keluarga Sejahtera (KS).
33
 
Menurut UU no.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial 
adalah kondisi terpenuhinya kabutuhan material, spiritual, dan sosial warga 
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan fungsinya dengan baik.
34
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Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 
classical utilitarium, neoclassical welfare theory, dan new contraction approach. 
Classical utilitarian menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang 
dapat diukur dan bertambah, diikur melalui kuantitatif. Pareto optimum 
didefenisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi 
input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa 
menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. New contraction approach 
menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum 
dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat 
kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan 
yang diraih dalam kehidupannya. 
35
 
Untuk mengukur kesejahteraan ada dua pendekatan yang digunakan yaitu 
pendekatan obyektif dan pendekatan Subyektif. Pendekatan obyektif ialah 
pendekatan dengan menghitung kemapuan kelarga dalam memenuhi kebutuhan 
dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan pengembangan dan kepedulian sosial. 
Sedangkan pendektan subyektif ialah pendekatan melalui presepsi masyarakat 




C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat  (falah) dalam Ekonomi Islam 
Kesejahteraan  merupakan  tujuan  dari  ajaran  Islam dalam bidang ekonomi. 
Kesejahteraan  merupakan bagian dari rahmatan lil alamin  yang  diajarkan  oleh  
Agama Islam. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia  
melaksanakan  apa  yang  diperintahkannya  dan  menjauhi   apa yang 
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36 Astuti, dkk, “Pemetaan Tingkat Kesejateraan keluarga di Kecamatan banjarmasin 






 Sejahtera juga tidak bisa didapatkan melalui teori dan doa, namun 
sejahtera bisa diusahakan dengan memanfaatkan kemampuan manusia dan belajar 
dari kekurangan yang ada dalam dirinya.
38
 
Ayat-ayat Al-Qur‟an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan 
yaitu terdapat dalam QS Al-Nahl/16: 97.
39
 
                           
                
Terjemahnya: 
Barangsiapa yang  mengerjakan  amal saleh, baik laki-laki maupun  perempuan  
dalam  Keadaan  beriman, Maka  Sesungguhnya  akan Kami berikan  kepadanya   
kehidupan  yang  baik, dan  Sesungguhnya  akan  Kami  beri Balasan  kepada  
mereka  dengan  pahala  yang  lebih baik  dari  apa  yang   telah  mereka  
kerjakan. 
 Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa  laki-laki  dan  perempuan  dalam  
Islam  mendapat  pahala  yang   sama  dan  bahwa  amal  saleh harus  disertai  
iman. Kesejahteraan   merupakan  jaminan  atau  janji dari  Allah Swt  yang 
diberikan kepada laki-laki  ataupun perempuan yang beriman  kepadaNya. Allah 
Swt  juga akan  membalas berbagai amal perbuatan baik orang orang   yang  
bersabar dengan  pahala yang  lebih baik dari amalnya. Kehidupan  yang  baik  
adalah  kehidupan  yang  bahagia, santai, dan  puas  dengan  rezeki  yang halal, 
termasuk  didalamnya  mencakup  seluruh  bentuk  ketenangan  apapun  dan  
bagaimanapun   bentuknya.
40
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                            
                              
           
 
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah), ketika  Ibrahim  berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri 
ini, negeri yang  aman sentosa, dan berikanlah rezki  dari buah-buahan  
kepada  penduduknya  yang  beriman diantara  mereka kepada Allah dan 
hari  kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang  yang  kafirpun  aku 
beri  kesenangan  sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa 
neraka  dan  Itulah seburuk-buruk tempat  kembali". 
Maksud dari ayat tersebut adalah Kesejahteraan hanya diperoleh dengan 
penyerahan diri sepenuhnya   kepada  Allah Swt. Ajaran  Islam   mengajarkan 
juga tentang konsep   untuk  berbagi, membagi   nikmat, membagi  kebahagian 
dan ketenangan   tidak hanya   untuk   individu   namun  untuk  seluruh umat   
manusia  di seluruh  dunia.
42
 
Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapinya kemaslahatan. 
Kemaslahatan sendiri adalah terpeliharanya tujuan syara‟ (Maqasid Al-Shariah). 
Manusia tidak bisa merasakan kesejahteraan kedamaian dan kebahagiaan apabila 
tidak melalui pemenuhan kebuhan rohani dan materi.
43
 Syara yang dimaksud oleh 
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Imam Al-Ghazali ialah terpelihara lima tujuan dasar yaitu agama (Al-dien), jiwa 
(nafs), keturunan (nasl), harta (maal), akal (aql).
44
 
Maqashid al-syari’ah dapat diartikan sebagai maslahah bagi sebagian 
ulama. Maslahah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama) adalah 
konsep yang mencakup semua aktivitas antara individu dan masyarakat. Tujuan 
dari ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan dan kesjahteraan dunia dan 
akhirat (falah). Al Falah adalah definisi kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang 




D. Indikator Kesejahteraan dalam Prespektif Islam 
Kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergitas antar 
pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Filosofi kesejahteraan sebagaimana 
dinyatakan dalam QS. Quraisy/106: 4.
46
 
ٌ  ٱ ۡن َخۡىِفِۢ  لَِّذ ن ُجىٖع َوَءاَمنَهُم مِّ   ٤أَۡطَعَمهُم مِّ
Terjemahnya: 
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 
lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. 
Maksud dari ayat tersebut hendaklah mereka (Suku Quraisy) menyembah 
Tuhan yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan 
lapar, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mengamankan mereka dari rasa 
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1. Pemenuhan kebutuhan dasar  
Suatu masyarakat tidak mungkin dikatakan sejahtera apabila kebutuhan 
dasar mereka tidak terpenuhi. Al-Ghazali mendifinisikan kesjehteran tercipta 
apabila terpenuhi 3 hal yaitu:
49
 
a. kebutuhan dharuriyyah ( Kebutuhan Primer) 
Kebutuhan adalah kemaslahatan yang penting bagi kehidupan manusia dan 
karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, 
baik ukhrawi maupun duniawi. Kebutuhan dhruriyah (kebutuhan primer),yaitu 
kebutuhan yang yang berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, seperti pada 
kebutuhan akan oksigen, makanan, minuman. Manusia harus terus berusaha 
mempertahankan kehidupannya dengan melakukan peenuhan kebutuhan 
primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.
50
 
Allah berfirman dalam QS. Al-An‟am/6:141:
51
 
                       
                         
                         
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Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 
sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 
Maksud dari ayat dari tersebut adalah Allah menciptakan untuk manusia 
berbagai macam pepohonan seperti pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam 
rasanya berupa zaitun dan delima yang tidak serupa baik dari bentuk, warna, dan 
rasanya, dan memerinthkan manusia untuk memakannya jika berbuah, tetapi 
Allah memerintahkan untuk tidak berlebihan, dalam arti tidak pelit dan tidak 
terlalu boros, dan berada diantara keduanya.
52
 
b.  kesenangan atau kenyamanan (Hajiyah),  
Kesenangan adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia 
agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai 
kesengsaraan. Kebutuhan Hajiyah atau disebut dengan kebutuhan sekunder. Jika 
kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami 
kesulitan. Karena kebutuhan ini dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas. 




c. Kemewahan (Tahsiniyah).  
Yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk 
menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Kebutuhan Tahsiniyah atau yang 
disebut tersier adalah kebutuhan yang bersifat asesoris, pelengkap, dan memberi 
                                                           
52 Marwan Hadididi bin Musa, Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur‟an, https://tafsirweb.com/2 
265-surat-al-an‟am-ayat-141.html, (diakses pada tanggal 14 desember 2019). 




nilai tambah pada pemeunuhan primer dan sekunder. Yang termasuk dalam 
kebutuhan Tahsiniyah ialah perhiasan, parfum, desain rumah yang indah, dan 
sebagainya. 
2. Sistem ditribusi 
Sistem ditribusi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas 
kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem ditribusi yang baik adalah sistem 
yang mampu menjamin perputaran roda perekonomian sehingga perokonomian 
bisa dinikmati oleh semua masyarakat. 
Allah berfirman dalam Q.S Al- hasyar/59 :7 
                               
                       
                         
Terjemahnya: 
 Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 
dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 
kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat 
keras hukumannya. 
Maksud dari ayat tersebut adalah Bahwa Allah SWT memerintahkan 
manusia untuk memberi kepada masyarakat miskin, anak-anak yatim dan orang 
membutuhkan, sehingga harta itu terditribusi kepada manusia, dan tidak berputar 
dikaangan orang kaya saja. 
Sistem ditribusi dalam prespektif Islam adalah aspek kesejahteraan yang 




a. Transparansi, merupakan hal yang mendasar yang berkaitan erat dengan 
keterbukaan dan kemudahan kepada publik. 
b. Profesionalitas, merupakan prisip yang mendasar yang menjamin bekerjanya 
sisitem perekonomian. Profesionalitas akan meningkatkan efesiensi dan 
efektifitas pengeloaan perekonomian dalam mencapai tujuan. 
Hadis Nabi Muhammad Saw  
عِت أأل ما نََة فا َءْن ابئ ٌىرَيْ رَةَ َرٍضي اهلل عنو قال: قل رسول ااهلل عليِو َوسلم: )إذا َضي
َها يَا ر ّسْو ااهلل  قاَل: إذا ّو ٌسَد ْا أَلْمْر إىَل َغْْيِ أْىِلِو فا  َفإ َضا َعت ْ نتِظِر ااسا عِة قال َكي ْ
  نْ َتظرِالَسا َعة. )رواه ا لبخاري(
Artinya: 
Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. Telah bersabda:apabila 
orang meletakkan amanah, maka tunggullah kehancurannya, sahabat 
bertanya: bagaimana orang yang meletakkan amanah itu ya rasulullah? 
Beliau bersabda: Apabila seseorang diberi pekerjaan tidak sesuia dengan 
keahlian atau keterampilannya, tunggu kehancuran-nya. (HR.Bukhari). 
  Maksud dari hadis tersebut ialah menerangkan tentang bagaimana 
seharusnya manusia untuk siap memiliki keterampilan atau profesi yang jelas. 
Sebab jika tidak, maka Rasulullah mengatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan 
oleh orang yang bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Hal ini 
sesuai dengan kemajuan pekerjaan pada saat sekarang yang diharapakan 
dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian.
54
 
c. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (amanah), setiap orang akan diminta 
pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan. Pertanggungjawaban erat 
kaitannya dengan aspek administratif. Pertanggungjawaban adminsistratif 
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merupakan instrumen yang menjamin setiap rupiah yang dikeluarkan selaras 
dengan tujuan tanpa terkontaminasi dengan korupsi dan penyalahgunaan 
wewenang. 
E. Kerangka Pikir  
Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang memberikan 
bantun langsung tunai kepada keluarga sangat miskin. Program bantuan PKH 
adalah program yang berasal dari pemerintah untuk peningkatan pendidikan dan 
kesehatan di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan kementrian 
Sosial, Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Keuangan, dan 
Pemerintah Daerah.  
Sumber dana diambil dari APBN. Sehingga pelaksanaannya perlu 
dijalankan berdasarkan peraturan. Ada beberapa komponen dari PKH yang perlu 
dijalankan sesuai dengan kaidah Islam mulai dari pendataan yang harus benar-
benar tepat sasaran, pendamping yang bertanggung jawab terhadap tugasnya 
mendampingi penerima Program Kelaurga Harapan, para pejabat yang tidak 
mengambil keuntungan dari PKH, para masyarakat yang harus mengefesienkan 
bantuan dari pemerintah  dengan tidak boros dalam membelanjakan uang yang 
diterima dari pemerintah dan membelanjakan sesuai dengan tujuan dari uang 
tersebut dikeluarkan, masyarakat harus bisa membuat uang tunai bisa produktif 
dengan membangun usaha sesuai dengan keahliannya, sehingga masyarakat bisa 
kelaur dari kategori masyarakat miskin.  
Jika tujuan dan pelaksanaan PKH di lakukan mengikuti kaidah Islam  
mulai dari  PKH tepat sasaran, Pendamping bertanggung jawab, masyarakat yang 




kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dimpikan dari zaman dahulu hingga 



























A. Jenis dan lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian desktiptif kualitatif yaitu 
penelitian yang menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi, atau 
fenomena sosial yang ada di masyarakat. Penelitian deskriptif adalah metode yang 




2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bontoharu Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan 
Bontoharu adalak karena lokasi yang berada di daerah peneliti dan  banyaknya 
masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di tempat ini. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Sosiologis 
Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek gejala sosial 
masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan Bontoharu yaitu banyaknya penerima 
PKH yang mendapatkan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 
2. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti yang 
berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) 
yakni Undang-Undang Program Keluarga Harapan.  
 
 
                                                           






C. Sumber Data 
Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian Sumber 
data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh yang merupakan 
fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Kesalahan 
dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data akan meleset dari 
yang diharapkan.
56 Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah 
sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang 
diteliti. 
Penulis menggunakan bererapa sumber data, baik sumber data primer dan 
data sekunder adalah: 
1. Sumber data primer 
Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang 
menggunakan metode data original. 
2. Sumber data sekunder 
 Adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen, foto dan lain-lain 
yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak 
berkaitan secara lansung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari 
perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga 
terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. 
D. Jenis Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam 
yaitu : 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dengan 
mengkaji literature, karya-karya yang memuat informasi ilmiah yang 
                                                           





berkaitan dengan pembahasan skripsi ini dan mengutip pendapat para ahli 
dengan dua cara, yaitu: 
a. Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat secara lansung dari berbagai 
pendapat literature seperti buku dal lain-lainnya 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide atau maksud buku atau  
karangan kemudian menuangkan dalam skripsi dengan redaksi penulis sendiri 
Adapun kutipan tidak langsung ada dua yaitu: 
1) Ulasan, yaitu menggapai kata atau pendapat yang diambil dari buku-buku 
yang memiliki kaitan dengan judul skripsi penulis. 
2) Ikhtiar, yaitu menanggapi pendapat atau kata dalam buku dengan cara 
menyimpulkan dan meringkas suatu pendapat yang diperoleh 
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu suatu bentuk yang dilakukan 
dilapangan melalui wawancara dan dokumnetasi 
E. Tehnik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian ini,  karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 
informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan yang meliputi 
masyarakat, penanggung jawab PKH, koordinator lapangan PKH, dan pakar 
ekonomi Islam. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
yang harus diteliti,  dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 




Melakukan wawancara pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan 
kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus 
melakukan wawancara. 
2. Dokumentasi  
Cara yang dilakukan dengan maksud untuk pembuktian penelitian melalui 
foto, film, dokumentar dengan menggunakan kamera. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku 
atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari 
data-data yang dipergunakan peneliti dari literature, referensi, dan yang lainnya. 
F. Tehnik Analisis Data 
Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul 
untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk 
mengetahui bagaimanakahtinjauan islam terhadap Program Keluarga Harapan 
hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 
Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.  
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara 
dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam 
penelitian ini adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk 
menjawab masalah penelitian.   
Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 
informan yang meliputi masyarakat, penanggung jawab PKH, Koordinator PKH 
dan pakar ekonomi Islam. Setelah wawancara, peneliti membuat hasil wawancara 
dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-




menulis hasil wawancara selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara  
abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan 
mengabaikan data yang tidak diperlukan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan dalam penelitian sering ditekankan pada uji validatas dan 
realibiltas pada penelitian kuantitatif. Namun untuk penelitian kulitatif, temuan 
data akan valid jika tidak ada perbedaan antara teori dan yang terjadi dilapangan. 
Tehnik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan 
metode triangulasi sumber data yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber 
yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang yang sama. 
Misalnya wawancara yang mendalam tentang tinjauan islam terhadap PKH 
hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten 
Kepulauan selayar dapat dilakukan terhadap masyarakat, Pendamping PKH, dan 







A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, lokasi penelitan adalah hal yang sangat 
penting untuk diketahui. Lokasi penelitan yang diambil oleh peneliti adalah 
Kecmatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Berhubungan dengan 
penelitian ini maka yang penting untuk diketahui adalah kodisi geografis, 
demokrafis, dan kondisi sosial ekonomi. 
1. Kondisi Geografis  
a. Batas dan Luas Wilayah 
Lokasi yang gunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Bontoharu, 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Bontoharu adalah salah satu 
kecamatan yang ada di Kabupaten kepulauan Selayar yang terbagi menjadi 6 Desa 
dan 2 kelurahan, yaitu Desa Putabangun, desa Bontolebang, desa Bontosunggu, 
desa Bontoborusu, desa kalepadang, desa Bontotangnga, desa kahu-kahu, 
kelurahan Bontobangun, dan kelurahan Putabangun. Jarak dari kecamatan ke Kota 
cukup dekat. Berikut jarak dari desa ke Kota 
4.1 Jarak dari desa ke Kota Kecamatan dan Ibu Kota kabupaten di Kecamatan 
Bontoharu di rinci menurut Desa  
No Desa 
Ibu Kota  Jarak Ibu Kota Jarak 
Kecamatan  KM Kabupaten KM 
1 BontoBangun  Matalalang  
           
-    
 Benteng  
           3  
2 Putabangun  Matalalang  
            
6  
 Benteng  
           3  
3 Kalepadang  Matalalang  
            
8  
 Benteng  
           4  
4 Bontotangnga  Matalalang  
            
4  
 Benteng  
           7  
5 Bontosunggu  Matalalang    7           Benteng           10  
6 Bontoborusu  Matalalang  
            
9  
 Benteng  





7 Kahu-Kahu  Matalalang  
          
10  
 Benteng  
         12  
8 Bontolebang  Matalalang  
            
6  
 Benteng  
           3  
Sumber : Kantor Kecamatan Bontoharu, 2020 
b. Batas Kecamatan 
Batas batas kecamatan Bontoharu, yaitu: 
Tabel 4.2 Batas kecamatan  










Sumber : Kantor Kecamatan Bontoharu, 2019. 
c. Luas Kecamatan 
Kecamatan Bontoharu memiliki Luas Tanah 129, 75 km², yang terbagi 
menjadi beberapa bagian, yaitu: 
1) Luas tanah Desa Bonto Lebang  : 3,31 km²  
2) Luas tanah Desa Bontosunggu  : 12,88 km² 
3) Luas tanah Desa Bonto Borusu  : 10,00 km² 
4) Luas tanah Desa Kalepadang  : 8, 79 km² 
5) Luas tanah Desa Bontotangnga  : 6, 84 km² 
6) Luas tanah Desa Kahu-Kahu   : 9,62 km² 
7) Luas tanah Kelurahan Bontobangun  : 28,81 km² 
8) Luas tanah Kelurahan Putabangun  : 51,91 km² 57 
                                                           




Kecamatan Bontoharu dipimpin oleh Abdul Rahim S.K.M.. Dalam 
pemerintahannya di bantu oleh  
5 Kondisi Demografis  
a. Penduduk  
Kecamatan Bontoharu di huni oleh sekitar 13.997 orang terdiri dari 6.873 
laki-laki dan 7.036 perempuan.  
untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel. 






1 BontoBangun        1,155  
             
1,243              2,398  
2 Putabangun        1,017  
                
994              2,011  
3 Kalepadang           693  
                
777              1,470  
4 Bontotangnga           799  
                
798              1,597  
5 Bontosunggu           870  
                
942              1,812  
6 Bontoborusu           846  
                
772              1,618  
7 Kahu-Kahu           967  
             
1,038              2,005  
8 Bontolebang           526  
                
472                 998  
Jumlah        6,873  
             
7,036            13,909  
Sumber : Kantor Kecamatan Bontoharu, 2020 
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
perempuan lebih banya dari pada laki-laki. Wilayah yang memiliki kepadatan 
penduduk yang paling besar adalah Bontobangun yaitu mencapai 2398 jiwa.
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b. Tingkat Pendidikan 
Pembangunan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mencrdaskan 
kahidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) akan 
menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia 
adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan. Salah satu indikator untuk kemajuan 
suatu negara maupun daerah dilihat dari tingkat pendidikannya. Berikut ini 
pendidikan di Kecamatan Bonotoharu: 
Tabel 4.5 Jumlah siswa di Kecamatan Bontoharu 
No Desa 
Jenjang  Pendidikan 
TK SD SMP SMA 
1 Bontobangun 120 217 146 145 
2 Putabagun 40 264 0 0 
3 Kalepadang 67 244 178 0 
4 Bontotangnga 56 135 0 0 
5 Bontoborusu 65 327 0 0 
6 Bontosunggu 49 196 169 0 
7 Kahu-Kahu 39 271 0 0 
8 Bontolebang 20 145 57 62 
  Jumlah 456 1799 550 207 
Sumber: kecamatan Bontoharu, 2018. 
Tabel 4.6 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan di Kecamatan 
Bontoharu 
No Desa 
Tidak Tamat Tamat  Tamat  Tamat 
SD SD/SMP SMA PT 
1 Bontobangun 79 298 135 94 
2 Putabagun 71 216 165 51 
3 Kalepadang 84 236 72 31 
4 Bontotangnga 98 249 72 42 
5 Bontoborusu 6 373 68 21 
6 Bontosunggu 90 276 39 17 
7 Kahu-Kahu 236 260 26 6 
8 Bontolebang 169 84 10 4 
  Jumlah 833 1992 587 266 




Dari tabel tersebut menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat 
pendidkan Tamat SD paling mendominasi, sedangkan untuk Tamat Pergutuan 
Tinggi hanya sebesar 266 orang. Ini menandakan bahwa tingkat pemdidikan di 
Kecamatan Bontoharu masih perlu ditingkatkan. 
6 Kondisi Sosial Ekonomi 
a. Perumahan dan Tempat Ibadah 
Masyarakat kecamatan Bontoharu masih banyak yang kurang 
memperhatikan tempat tinggalnya, karena sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani dan nelayan, sedangkan untuk hasil dari mata 
pencaharian nelayan dan tidak dapat diandalkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, 
masyarakat kecamatan Bontoharu masih pas-pasan. Jika tabungannya lebih dari 
sekedar untuk membeli kebutuhan sehari-hari maka barulah masyarakat 
memperbaiki rumahnya sedikit demi sedikit. Sehingga rumah masyarakat masih 
sebagian besar rumah panggung atau semi permanen. 
Masyarakat kecamtan Bontoharu  sebagian besar memiliki ternak kerbau, 
sapi kuda, kambing, dan ayam. 
Dalam melakukan ibadah penduduk kecamatan Bontoharu memiliki 42 
dan 8 mushallayang tersebar di 8 desa/kelurahaan. Sementara untuk tempat ibadah 
yang lain seperti gereja, pura, belum ada di wilayah kecamatan Bontoharu. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut. 
Tabel 4.10 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama di Kecamatan Bontoharu 
No Desa 
Tempat Ibadah 
Mesjid Mushalla Gereja Pura Kelenteng 
1 Bontobangun 9 3 0 0 0 
2 Putabangun 7 2 0 0 0 
3 Kalepadang 5 0 0 0 0 
4 Bontotangnga 5 0 0 0 0 
5 Bontosunggu 5 0 0 0 0 




7 Kahu-Kahu 4 0 0 0 0 
8 Bontolebang 3 0 0 0 0 
Sumber: Kecamatan Bontoharu, 2019. 
b. Kesehatan Masyarakat 
Masyarakat kecamatan Bontoharu sudah mulai sadar akan kesehatan. Hal 
ini didukung dengan banyaknya tersedia puskesmas maupun Pustu yang tersebar 
di berbagai desa yang ada di kecamatan tersebut. Di kecamatan Bontoharu tahun 
2019 telah terdaftar 1 Puskesmas, 3 Pustu, dan 32 Posyandu. Untuk sumber daya 
manusia yang ada di kecaman Bontoharu yaitu: Dokter Umum 3 orang, Bidan 19 
orang, dan dukun bayi kurang lebih dari 20 orang. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 4.11 Jumlah Tenaga Kesehatan di kecamatan Bontoharu 
No Desa 
Tenaga Kesehatan 
Dokter Bidan  Dukun bayi 
1 Bontobangun 0 3 3 
2 Putabangun 0 1 1 
3 Kalepadang 0 1 3 
4 Bontotangnga 3 1 2 
5 Bontosunggu 0 10 2 
6 Bontoborusu 0 2 3 
7 Kahu-Kahu 0 1 4 
8 Bontolebang 0 0 2 
Jumlah 3 19 20 
Sumber: Kecamatan Bontoharu, 2019. 
c. Keadaan Rumah Tangga 
Kecamatan Bontoharu di huni sekitar 13.997 orang, yang terdiri dari 6.914 
laki-laki dan 7.083 orang perempuan. Sejak tahun 2012 sarana penerangan telah 
masuk di kecamatan Bontoharu, namun baru pada tahun 2013 sarana penerangan 
masuk di keseluruhan kecamatan tersebut.
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  Namun saat penerangan masuk di 
                                                           




kecamatan Bontoharu, sebagian masyarakat belum mampu membayar iuran listrik 
pertama. Namun saat ini masyarakat sudah menggunakan listrik dan juga telah 




Masyarakat saat ini mayoritas sudah menggunakan kompor untuk 
memasak makanan, meskipun ada sebagian yang masih menggunakan kayu bakar 
untuk memasak tapi hanya digunakan untuk sewaktu-waktu jika gas kurang 
tersedia. Sehingga dapat dikategorikan bahwa keadaan rumah tangga masyarakat 
di kecamatan Bontoharu merupakan desa yang ekonominya sedang. 
B. Mekanisme Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bontoharu 
1. Pengertian Program Keluarga Harapan 
Program Kelurga Harapan adalah  program yang memberikan bantuan 
sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima PKH 
yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Sosial. Program 
Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga 
miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam 
istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). 
PKH sebuah program yang bersyarat adalah sebuah program yang mebuka 
akses pada membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk 
memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan 
pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai 
didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan 
mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi 
dan Nawacita Presiden RI. 
                                                           




PKH merupakan bentuk pembayaran tunai yang langsung, berkala dan 
dapat diprediksi untuk membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan. 
Dimanapun, setiap program yang dilahirkan bertujuan untuk, mencegah efek 
negatif yang diakibatkan oleh tekanan ekonomi yang muncul karena adanya 
perubahan kebijakan dan dinamika ekonomi, baik terjadi secara domestik maupun 
efek dari arus global. Maka diharapkan dapat berguna untuk tetap menjaga standar 
hidup setiap rumah tangga untuk meminimalisasi efek tekanan sosial 
Dalam istilah yang sangat teknis, program PKH berusaha untuk 
memperkuat kesehatan dan pendidikan dengan targetnya adalah kelompok-
kelompok yang rentan yang tak mampu mendapatkan keperluan yang baik karena 
kekurangan pendapatan. 
PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang sampai saat ini sudah 
dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512 kabupaten/kota dan 7.214 
kecamatan. Kecamatan Bontoharu adalah salah satu kecamatan yang mendapatkan 
bantuan tunai Program Keluarga Harapan.  
2. Sasaran dan Kriteria Komponen Program Keluarga Harapan 
a. Sasaran Program Keluarga Harapan  
Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban 
kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada 
bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya 
akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak 
memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan 
sosial dengan ketentuan. Seluruh KPM PKH berhak mendapatkan program 
bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, 




Peserta PKH akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin 
dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program 
penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, 
dan/atau kesejahteraan sosial. Penetapan suatu wilayah menjadi PKH Akses 
didasarkan pada SK Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 
01/SK/LJS/04/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan Lokasi PKH Akses. 
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Provinsi dapat mengajukan 
usulan wilayah untuk dijadikan wilayah PKH Akses dengan memperhatikan 3 
(tiga) kriteria berikut: 
1) Pesisisir dan Pulau Kecil 
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 27 
tahun 2007 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). 
Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 
km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosismtemnya (Pasal 1 Ayat 3 
UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil). 
2) Daerah tertinggal/terpencil 
Pengertian daerah tertinggal adalah daerah dengan kondisi masyarakat dan 
wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam 
skala nasional. Hal ini dapat dilihat dari aspek administratif, aspek 
kemasyarakatan. Sedangkan ketertinggalan wilayah dapat dilihat dalam hal 
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), 
kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Pengertian 
terpencil adalah wilayah yang sulit diakses diantaranya dapat dilihat dari 




mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai, sehingga 
menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah 
tersebut. 
3) Perbatasan antar negara 
Secara geografis terletak pada daerah daerah perbatasan antar negara. 
Karena letak geografis tersebut umumnya akses transportasi menjadi sulit mahal 
sehingga implikasinya harga barang kebutuhan menjadi mahal. Hal lainnya adalah 
sarana dan prasarana juga minim. 
b. Komponen Program Keluarga Harapan 
1) Komponen Kesehatan 
Latar belakang dari adanya komponen kesehatan dalam Program Keluarga 
Harapan (PKH) adalah karena masyarakat keluarga miskin memiliki penghasilan 
rendah maka keluarga miskin tidak akan mampu memenuhi kesehatan. Sehingga 
berakibat buruk pada kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan. 
Menurut Data Pemantauan Status Gizi (PSG), masalah gizi adalah masalah 
utama yang dihadapi di Indonesia. Masalah gizi yang paling banyak di hadapi 
oleh bangsa Indonesia adalah Stunting (Pendek). Balita Stunting (Pendek)  adalah 
tertinggi dibandingkan masalah gizi kurang, kurus, dan gemuk. Menurut data 
Riset kesehatan Dasar angka stunting pada tahun 2017 menjadi 36,4%, namun 
pada tahun 2018 menurun menjadi 23,6%. Standar 23,6%  menurut organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) angka tersebut belum standar WHO yaitu sebanyak 
20%. 
Selain masalah Stunting (pendek), kelangsungan hidup ibu dan bayi baru 
lahir adalah salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru 





Kriteria Komponen kesehatan meliputi: 
a) Ibu Hamil/menyusui 
Untuk ibu hamil, selama kehamilan harus memeriksa kehamilan di 
fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali selama masa kehamilan, melahirkan di fasilitas 
pelayanan kesehatan, dan untuk ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan 
selama 42 hari setelah melahirkan. 
b) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun 
Untuk anak yang berusia 0 sampai 11 bulan, harus melakukan 
pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam sebulan, ASI  Eklusif selama 6 bulan 
pertama, harus melakukan imunisasi lengkap, melakukan penimbangan berat 
badan dan pengukuran badan setiap bulan, mendapatkan suplemen vit. A satu kali 
pada usia 6-11 bulan, dan para pendamping melakukan pemantauan perkembagan 
minimal 2 kali dalam setahun. 
Untuk anak yang berusia 1 sampai 5 tahun, harus melakukan imunusasi 
tambahan, melakukan penimbangan berat badan setiap bulan, melakukan 
pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, memberikan kapsul Vit. 
A 2 kali dalam setahun 
Untuk anak yang berusia 5 sampai 6 tahun, haru melakukan penimbangan 
berat badan minimal 2 kali dalam setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 
kali dalam setahun 
2) Komponen Pendidikan 
Latar belakang adanya komponen pendidikan dalam Program Keluarga 
Harapan (PKH) karena tingginya angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar 
dan menengah. Tingginya putus sekolah dapat meneyebabkan indeks 




anak  tetap sekolah. Anak putus sekolah rentan manjadi korban eksploitasi, 
pelanggaran hukum, penyalahgunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas. 
Putus sekolah juga menyebabkan minimnya pengangguran di masa yang akan 
datang yang menyebabkan banykanya pengangguran di masa yang akan datang, 
karena pada masa mendatang anak tersebut akan mementingkan budaya daripad 
pendidikan.  
Kriteria Komponen pendidikan meliputi: 
a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyyah atau sederajat 
b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat 
c) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat 
d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (Dua Puluh Satu) tahun yang belum 
menyelesaikan  wajib belajar 12 tahun 
Persyaratan pendidikan bagi peserta PKH yaitu :  
Kehadiran pada lembaga pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam 
sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Peserta PKH memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk medaftar 
pada lembaga pendidikan dasar (SD/SMP/SLB/salafiya Ula/Paket A atau 
SMP/MTs/SMLB/Slafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) 
dan mengikuti kelas selama tahun ajajran berlangsung. Apabila ada anak 
yang berusia 506 tahun sudah masuk Sekolah Dasar (SD) maka akan 
dikenakan persyarayan pendidikan. 
2. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti 
pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/Mi atau SMP/MTs, 
sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non 




3. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum 
menyelesaikan pendidikan dasar, maka anak diwajibkna mendaftar 
kesatuan pendidikan reguler atau non reguler (SD/MI atau SMP/Mts, atau 
paket A, atau paket B) 
4. Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah 
meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut 
haru mengikuti remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke satuan 
pendidikan. Program remedial adalah layanan rumah singgah yang 
dilaksanakan oleh kementrian sosial. 
3) Komponen Kesejahteran Sosial 
a) Lanjut usia mulai dari 60 tahun, 
Latar belakang lanjut usia adalah salah satu bagian dari Program Keluarga 
Harapan (PKH) karena tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah lanjut 
usia. Lanjut usia juga menanggung beban usia produktif (15-59 tahun) yang 
secara ekonomi para lansia tidak berkontribusi aktif, sehingga menimbulkan 
ketergantungan pada usia produktif. 
Persyaratan bagi lansia adalah sebagai berikut: 
(1) Memastikan pemeriksaan kesehatandan penggunaan layanan puskesmas 
Santun lanjut Usia 
(2) Layanan Home care (pengurus merawat, memandikan, dan mengurus 
KpM lanjut usia 
(3) Day Care (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari 
pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) minimal 1 tahun sekali 
b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. 
Latar belakang penyandang disabilitas sebagai bagian dari Progran 




hidup dalam keadaan rentan, terkebelakang, dan atau miskin karena banyak 
kesulitan yang dihadapi sehingga perlu meweujudkan kesamaan hak dan 
kesempatan sehingga penyandang disabilitas menuju kehidupan sejahtera tanpa 
diskriminasi. 
Persayaratan bagi peyandang disabilitas adalah sebagai berikut: 
Pihak keluarga harus mengurus, melayani, merawat, dan memastikan 
pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimla 1 tahun sekali 
dengan menggunakan: 
(1) Layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyadang 
disabilitas berat. 
(2) Layanan home care (mengurus, memandikan, mengurusi, dan merawat 
(KPM PKH) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH  jika dikaitkan 
dengan teori maka sasaran dari Program keluarga Harapan (PKH) di kecamatan 
Bontoharu sudah sesuai dengan panduan PKH dimana kecamatan Bontoharu 
adalah bagian daerah kabupaten selayar, dan kabupaten selayar adalah daerah 
pesisir. Di daerah kecamatan bontoharu terdapat juga sasaran PKH untuk daerah 
daerah terpencil yaitu Desa Bontorusu, Bontolebang dan Kahu-Kahu. 
Hasil wawancara dengan Burhanuddin, SE, selaku pendamping PKH 
tentang komponen PKH, mengatakan bahwa ada 3 komponen dari PKH di 
Kecamatan Bontoharu yaitu kesehatan, pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial. 
“Ada 3 komponen dari PKH yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan 
kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial baru ada pada tahun 
2016 yang terdiri dari Lansia dan Penyandang Disabilitas. Untuk 
komponen lanjut usia sebenarnya  mulai 70 tahun, namun pada tahun 




Bontoharu sendiri bantuan PKH untuk komponen Kesejahteraan sosial 
baru ada pada tahun 2019.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori maka 
komponen dari PKH sudah sesuai dengan pedoman PKH Kecamatan Bontoharu 
yaitu terdiri dari komponen Pendidikan, kesehatan dan komponen kesejahteraan 
sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas dan lanjut usia, meski komponen 
kesejahteraan sosial baru terealisasikan pada tahun 2019. 
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)  
PKH diharapkan mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin 
dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa mendapatkan berupa uang yang diberikan 
kepada seseorang keluarga, kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ 
rentan terhadap resiko sosial. 
Program Keluarga Harapan bertujuan:  
1) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses 
layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;  
2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 
miskin dan rentan;  
3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 
Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 
kesejahteraan sosial;   
4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;   
5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga 
Penerima Manfaat.  
                                                           




Hasil wawancara dengan Siti Rohana selaku penerima PKH kelompok 
pendidikan di lingkungan Matalalang Kecamatan Bontoharu mengatakan bahwa 
dia sangat terbantu dengan adanya program keluarga harapan. 
“Saya menerima PKH dalam bentuk Uang tunai, karena tujuan diberikan 
uang tunai untuk kebutuhan pendidikan, maka saya gunakan uang tersebut 
untuk membeli pakaian sekolah, sepatu, dan buku dan alat tulis. Saya 
merasa terbantu dengan adanya program keluarga harapan karena dulu 
sebelum ada PKH saya sangat kesulitan untuk membayar keperluan 
sekolah, namun setelah ada PKH saya sudah tidak mengutang lagi di 
tetangga karena sudah ada uang yang saya terima sebesar Rp. 250.000/ 3 
bulan untuk anak saya yang SD dan untuk anak saya yang SMA RP. 
450.000/3 bulan. Uang itu ssangat membantu saya.”
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Berdasarkan wawancara dengan penerima PKH jika dikaitkan dengan teori 
maka sudah sesuai dengan teori tentang tujuan PKH yaitu mendapatkan pelayanan 
pendidikan, dimana penerima PKH dalam hal ini Sitti Rohana sudah bisa membeli 
sepatu, pakaian sekolah, dan alat tulis. Selain itu beban keluarga dari Sitti rohana 
juga sedikit berkurang karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk keperluan 
sekolah. 
Wawancara lain dengan murniati, selaku penerima PKH mengatakan 
bahwa perekonomian keluarganya membaik semenjak mendapatkan bantuan PKH 
”PKH sangat membantu perekonomian keluarga saya. Dahulu sebelum 
ada PKH semua uang saya saya gunakan untuk membagi antara 
keperluan sehari hari dan keperluan sekolah anak saya. Namun semenjak 
ada PKH pendapatan suami saya hanya untuk keperluan sehari-hari, dan 
untuk keprluan sekolah saya gunakan bantuan dari PKH. Sehingga saya 




Berdasarkan wawancara tersebut jika dikaitkan dengan tujuan PKH maka 
sudah sesuia dengan tujuan PKH yaitu meningkatkan taraf hidup masyarat dimana 
pereokinomian Murniati membaik karena pendapatan suaminya tidak terbagi 
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antara pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan, sehingga dia 
bisa memperbaiki rumahnya. 
4. Hak dan kewajiban KPM PKH  
a. Hak KPM PKH 
Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:  
1) menerima bantuan sosial;  
1. Pendampingan sosial; 
2. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial;  
3. Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, 
subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan 
bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 
b. Kewajiban KPM PKH 
  Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:  
1) anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 
kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan 
anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;  
2) anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran 
paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif 
bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan  
3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai 
kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen 
5. Penyaluran Bantuan PKH 
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program dati 




(PKH) adalah program dalam bidang ekonomi dan sosial. Program Keluarga 
Harapan (PKH) telah mengabiskan anggaran 12,7 T untuk 6,2 juta KPM PKH. 
Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit 
Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk 
Subdit Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan, dan Subdit Sumber Daya. 
Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan 
verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima 
bantuan oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan 
sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang 
diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping 
melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
Penyaluran Bantuan PKH diadakan 4 kali dalam setahun. Mulai dari tahun 
2017, penyaluran bantuan PKH berubah dari sistem tunai ke non tunai. Perubahan 
ini dilaksanakan dalam rangka perluasan inklusi keuangan melalui Bantuan Sosial 
Non Tunai yang disalurkan melaui E-Wrong PKH dan agen bank. Penyaluran non 
tunia KPM PKH didampingi oleh pendamping PKH dan petugas Bank. Perubahan 
sistem penyaluran bantuan ini mengubah lembaga penyalur dari bantuan dari PT. 
Pos Indonesia ke sistem Perbankan.  
Bank-bank yang di berikan amanah untuk penyaluran PKH adalah bank 
mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.  Penyaluran PKH melaui Bank 
Mandiri mencapai 99,81%, untuk bank BRI mencapai 95,37%, untuk Bank BNI 
mencapai 100%, dan untuk Bank BTN sebanyak 98,81%. Mekanisme penyaluran 
melalui bank yaitu dari kas negara kemudian di serahkan ke rekening Bank 




Penyaluran bantuan non tunai PKH melalu penyalur ke rekening atas nama 
Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah sebagai berikut: 
a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial PKH  
Tata cara pembukaan rekening KPM PKH adalah sebagai berikut: 
1) Bank Penyalur (Kantor Pusat) membuka rekening sesuai data dari 
kemensos. Pembukaan rekening dilakukan secara terpusat untuk 
mempercepat proses pembukaan rekening 
2) Bank penyalur (Kantor Pusat) melakukan pencetakan KKS dengan cara 
sentralisasi sesuai data 
3) Bank penyalur melakukan pembuatan dan pengiriman PIN. Bank 
penyalur kemudian mengirimkan KKS, PIN ke kantor cabang bank 
penyalur 
4) Cabang dari bank penyalur kemudian melakukan pembukaan rekening 
slambat-lambatnya 07 hari kerja sejak No. Rekening terbentuk 
Penyaluran Bantuan sosial pertama dimulai dari Bank Penyalur yaitu agen 
Bank, untuk kecamatan Bontoharu yang bertindak sebagai bank penyalur adalah 
Bank BRI Kantor Cabang Selayar. Bank Penyalur kemudian memberikan Kartu 
Keluarga Sejahtera (KKS) ke Para pendamping PKH. KKS adalah saran untuk 
menyalurkan Batuan sosial. Di dalam kartu tersebut terdapat fitur Tabungan dan 
Fitur e-Wallet. 
b. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 
Bank penyalur mempersiapkan distribusi KKS, buku tabungan, dan PIN, 
kemudian Bank Penyalur memberikan kepada para pendamping PKH. 
Pendamping PKH inilah yang menyampaikan syarat-syarat untuk untuk KPM 
PKH berupa formulir, KTP Asli, Surat Keterangan Domisili, kemudian syarat 




maka KKS, buku tabungan, dan PIN diserahkan kepada KPM PKH. Selanjutnya 
KPM wajib untukk menggesekkan Kartu untuk cek saldo pada saat pertama kali. 
KKS, Buku tabungan, dan pin tidak akan diberikan apabila Nama penerima KPM 
PKH  berbeda dengan  rekening, data alamat tidak lengkap, dan tidak membawa 
dokumen. 
 Ketentuan yang harus dipenuhi KPM PKH apabila tidak bisa hadir 
kemudian diwakili yaitu: 
1) KPM PKH tidak bisa hadir karena sakit 
Kriteria sakit yaitu secara medis tidak bisa hadir pada saat acara dan harus 
ada surat keterangan dokter. Setelah ada keterangan sakit dari dokter maka bank 
akan memberikan waktu sampai batas akhir penyaluran. Untuk perwakilan harus 
dari satu garis keturunan. 
2) KPM PKH Sakit Jiwa 
KPM PKH yang mengalami sakit jiwa harus ada keterangan dari dokter 
bahwa KPM PKH tersebut benar-benar mengalami gangguan mental, kemudian 
bank memberikan waktu sampai batas akhir. Dana yang masuk rekening dapat 
diberikan kepada ahli waris dengan membawa beberapa dokumen yaitu: 
a) Surat keterangan gangguan jiwa dari dokter 
b) Surat keteranga dari Dinas Sosial atau kecamtan yang menyatakan bahwa 
ahli waris yang bersangkutan berhak menerima bantuan PKH 
c) Untuk bantuan tahap selanjutnya akan diberikan setelah kemensos mengganti 
nama KPM ke bank 
3) KPM meninggal sebelum aktivasi KKS 
Dokumen yang harus disiapkan adalah 




b) Surat keterangan dari dinas sosail yang menyatakan bahwa ahli waris layak 
untuk menerima PKH 
  Bagi KPM PKH yg sudah menerima KKS dan Buku Tabungan, kemudian 
KPM PKH meninggal maka pengurus maka ahli waris masih dapat 
menggunakan KKS untuk penyaluran di tahap selanjutnya sambil 
mengurus pergantian nama KPM kepada bank Penyalur oleh Kemensos. 
 Rekening akan di tutup apabila proses pergantian pengurus KKS baru dan 
Butab sudah selesai dan di terima oleh Ahli Waris. Untuk dana bantuan yang 
masih ada pada rekening yang akan di tutup akan di pindah bukukan rekening 
yang baru setelah ada perintah dari Kemensos 
4) KPM PKH meninggal sebelum aktivasi KKS 
Ketentuan yang berlaku yaitu: 
a) Bantuan dapat dapat diberikan kepada ahli wari dengan beberapa syarat 
dokumen yaitu surat keterangan dari ahli waris dari kecamatan dan surat 
keterangan layak mendaptapkan PKH dari dinas sosial 
b) Dana yang diberikan pada ahli waris tidak disertai KKS karena akan 
ditutup oleh bank  
c) Untuk bantuan tahap selanjutnya diberikan setelah Kemensos mengganti 
nama KPM Ke bank   
d) KPM PKH tidak ada di tempat pada saat penyaluran 
  Untuk kriteria KPM yang tidak berada di tempat adalah KPM yang tidak 
dapat ditemui tanpa keterangan pada saat penyaluran. Untuk kondisi tersebut 
maka Bank Penyalur memberikan waktu sampai batas akhir masa penyaluran 




dilakukan oleh KPM pada waktu kunjungan KPM ke kantor bank yang 
disertai dengan pendamping. 
e) KPM tidak ditemukan domisilinya, dan ahli waris menolak bantuan maka 
ketentuan yang berlaku adalah Bukti kepemilikan Rekeningdan PIN tidak 
diperkenankan diserahkan, kemudian dinas sosial membuat keterangan 
bahwa tidak mengenal KPM tersebut. 
f) KPM PKH Cerai 
Dokumen yang dipersyaratkan yaitu : 
a. surat Keterangan Cerai  dari KUA  
b. Surat Keterangan dari Dinsos Kecamatan yang menyatkan KPM telah 
bercerai dan ahli waris berhak menerima bantuan 
c. Dana yang diberikan ke ahli waris tidak disertai KKS dan BUTAb 
karena akan ditutup oleh Bank 
d. Untuk bantuan selanjutnya diberikan setelah Kemensos mengganti  
nama  KPM pengganti ke Bank 
g) KPM PKH penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia  
Penyerahan KKS, Buku tabungan dan PIN dapat dilakukan kepada ahli 
waris didampingi oleh pendamping dengan syarat dokumen yaitu 
a. Identitas asli (KTP/SIM) ahli waris 
b. Surat Keterangan dari Dinsos Kabupaten/Kota atau kecamatan yang 
menyatkan bahwa berhak menerima PKH. 
c. Penyaluran Bantuan PKH 
   Setelah ada SK dari Kementrian Sosial maka diadakan pengecekan 
rekening. Data tersebut kemudian dikirik ke Kementrian Keuangan Republik 
Indonesia untuk mendapatkan status rekening. Data KPM yang sudah 




sundit kepesertaan. Kementrian Sosial kemudian mengajukan dana ke KPPN 
berdasarkan dana BNBA KPM PKH yang berstatus rekening aktif dari kementrian 
sosial. Setelah Surat perintah pemindahbukuan terbit maka, kementrian sosial RI 
membuat surat pemindahbukuan ke Bank penyalur pusat. Bank penyalr kemudian 
melakukan pemindahbukuan dan bantuan sosial non tunai dari rekening pemberi 
bantuan sosial ke rekening penerima bantuan paling lambat 10 hari kalender sejak 
dana dipindahbukukan. 
e. Penarikan/Pencairan Dana Bantuan Sosial 
  Kemensos mengirikmkan surat pemberitahuan kepada Dinas sosial 
Provinsi yentang kesiapan penyaluran bansos beserta data KPM berdasarkan 
SP2D. Provinsi kemudian ,emeruskan kepada Koordinator Kabupaten.  Bank 
pUsat memberitahukan kepada kantor cabang di daerah. Dan untuk kantor cabang 
penyalur akan berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten untuk persiapan 
pelaksanaan penarikan dana bantuan sosial PKH. Setelah berkoordinasi maka 
dana PKH dapat ditarik oleh KPM PKH dengan di damping oleh para 
pendamping di setiap kecamatan.  
Jadwal penyaluran Bantuan sosial PKH di bagi menjadi 4 tahap dalam satu 
bulan yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel  di bawah ini 
Tabel 4.14 Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH 
Bulan Verivikasi Pengolahan Pengajuan Data Bulan Penyaluran Tahap 
Agt Sep Okt Nov Des Jan 1 
Nov Des Jan Feb Mar Apr 2 
Feb Mrt Apr Mei Jun Jul 3 
Mei Jun Jul Agt Sep Okt 4 




 Untuk final closing dilakukan setiap akhir bulan. Jika bertepatan dengan 
hari libur nasional maka pelaksanaan final closing dimundurkan pada hari kerja 
berikutnya. 
Besaran bantuan Yang diterima oleh KPM PKH setiap tahun berubah. 
Pada tahun 2019 ada bantuan tetap sebesar Rp.500.000 dan diterima pada saat 
penyaluran tahap awal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihap pada tabel berikut. 
Tabel 4.15 Besaran bantuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH tahun 
2019 
Skema Bantuan Besaran Bantuan 
Bantuan Tetap  Rp                      500,000  
Bantuan Komponen Pendidikan 
Anak SD  Rp                      900,000  
Anak SMP  Rp                   1,500,000  
Anak SMA  Rp                   2,400,000  
Bantuan Komponen Kesehatan 
Ibu Hamil  Rp                   2,400,000  
Balita  Rp                   2,400,000  
Anak Usia Dini  Rp                   2,400,000  
Bantuan Komponen Kesejahteraan Sosial 
Lanjut Usia  Rp                   2,400,000  
Disabilitas  Rp                   2,400,000  
Sumber: Data Pendamping PKH Tahun 2019. 
Contoh untuk  Komponen pendidikan: 
Keluarga A : 
Anak SD : 1 
Anak SMP : 2  
Anak SMA : 1 
Bantuan Sosial: 
Anak SD     = Rp.    900.000 
Anak SMP Rp. 1.500.000 × 2             = Rp. 3.000.000 
Anak SMA     = Rp. 2.400.000  + 
 Setiap Tahun              = Rp. 6.400.000 




Total Bantuan Setiap Tahun             = Rp.10.400.000 
Setiap Tahap 
Anak SD     = Rp.   400.000 
Anak SMP  Rp. 1.000.000×2 = Rp. 2.000.000 
Anak SMA     = Rp.    600.000  + 
 Setiap Tahap              = Rp.3.000.000 
 Bantuan Tetap              = Rp.   500.000 + 
 (Hanya diberikan pada tahap awal) 
Tahap Pertama             =Rp. 3.500.000 
Contoh untuk Komponen Kesehatan 
Keluarga B 
Ibu hamil   = 1 
Anak Usia 0 sd 6 tahun = 4 
Bantuan Sosial : 
Ibu Hamil           = Rp. 2.400.000 
Anak Usia 0 sd 6 tahun    Rp 2.400.000 × 3         = Rp. 4.800.000 + 
Setiap Tahun               =Rp. 7.200.000 
Bantuan Tetap       Rp 500.000 × 4 × 4           =Rp. 4.000.000+ 
Total Bantuan Setiap Tahun              =Rp.11.200.000 
Setiap Tahap 
Ibu Hamil             = Rp.    600.000  
Anak Usia 0 sd 6 Tahun   Rp.600.000 × 3         = Rp. 1.800.000+ 
Setiap Tahap              =Rp. 2.400.000 
Bantuan Tetap              =Rp.    500.000+ 
(Hanya diberikan pada tahap awal) 
Total pada tahap pertama             =Rp. 2.900.000 
Contoh Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Disabilitas 
Nenek (70)  =1 
Difabel  =1 
Bantuan Sosial: 
Nenek (70)     = Rp. 2.400.000 
Difabel     = Rp. 2.400.000 + 
Setiap Tahun      =Rp.8.000.000 
Bantuan Tetap Rp. 500.000 × 4   =Rp.1.200.000 





Nenek (70)              = Rp. 600.000 
Difabel              = Rp. 600.000 + 
 Setiap Tahap               = Rp. 1.200.000 
 Bantuan Tetap               = Rp.    500.000+ 
(Hanya diberikan pada tahap awal) 
 Total Bantuan Per Tahap    =Rp.1.700.000 
Penyaluran PKH disalurkan melaui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 
dengan tujuan pemanfaatan bantuan PKH adalah untuk transport untuk 
mengunjungi fasilitas kesehatan, untuk membeli makanan bergizi, perlengkapan 
dan transportasi kesekolah,dan untuk modal usaha. 
Dari pembahasan tentang Penyaluran Bantuan PKH, peneliti melakukan 
wawancara pendamping PKH Risma Nur Alyas dengan hasil wawancara yaitu 
untuk di kecamatan Bontoharu Anggaran dana PKH sebesar Rp. 409.600.000 
dengan total 521 oang penerima. 
Berdasarkan wawancara dengan Risma nur Alyas, mengatakan bahwa di 
kecamatan Bontoharu tahun 2019 ada 521 penerima PKH, dengan total anggaran 
Rp. 409.600.000 per tahap. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 4.12 Tabel Daftar Penerima PKH menurut PKH (Program Keluarga 
Harapan) 
No Desa Jumlah KPM PKH 
1 Bontobangun 35 
2 Putabangun 25 
3 Kalepadang 62 
4 Bontoborusu 86 
5 Bontosunggu 81 
6 Bontotannga 49 
7 Kahu-Kahu 157 
8 Bontolebang 26 
Jumlah 521 




Tabel 4.13 Daftar Nama-Nama dan Alamat Penerima PKH Kecamatan Bontoharu 
No Nama Alamat Desa 
1 Nur Maida Bitombang Bontobangun 
2 Ramidawati Kolo-Kolo Bontobangun 
3 Risnwati Matalalang Bontobangun 
4 Kasmawati Parappa Bontobangun 
5 Raja Mina Kampung Beru Bontobangun 
6 Hayati Biring Balang Bontobangun 
7 Sohoria Paoiyya Botoborusu 
8 Maepati Manarai Botoborusu 
9 Nur ati Buloiyya Botoborusu 
10 Lukman Dongkalang Botoborusu 
11 Rosma Gusung Barat Bontolebang 
12 Rismawati Gusung lengu Bontolebang 
13 Inawati Gusung Timur Bontolebang 
14 Bau Kunang Padang Selatan Bontosunggu 
15 Andi daeng Padang Utara Bontotangnga 
16 Rapianti Bontomanai Bontotangnga 
17 Mummuk Tanabau Bontotangnga 
18 Nur Hayati Tanah Harapan Bontotangnga 
19 Muliana Subur  Bontotangnga 
20 Sitti Hawang Baera Utara Bontotangnga 
21 Bongko Daeng Tahabira Bontotangnga 
22 Baho Daeng Baera Selatan Bontotangnga 
23 Nur Laila Dopa Kahu-Kahu 
24 Risnawati Kahu-Kahu Selatan Kahu-Kahu 
25 Sarimalang Kahu-Kahu Utara Kahu-Kahu 
26 Hamsina Kahu-Kahu Tengah Kahu-Kahu 
27 Sitti Rawiah Kalebonto Kalepadang 
28 Nur Wahida Palemba Kalepadang 
29 Nur Wahida Iraja Lebo Kalepadang 
30 Bongko Padangoge Kalepadang 
31 Andi Masta Balang Sembo Putabangun 
32 Ida Tabang Baru Putabangun 
33 Mardiana Dongang-Dongang Putabangun 
34 Tia Rea-Rea Putabangun 
35 Haryanti Palenggu Putabangun 




Hasil wawancara dengan Risma Nur Aliyas, SKM selaku Pendamping 
PKH Kecamatan Bontoharu tahap penyaluran PKH dilakukan bertahap yaitu 
Januari, April, Juli dan Oktober. 
“ Pada tahun 2019 tahap penyaluran dimulai pada bulan Januari. Dalam 
satu tahun KPM PKH menerima bantuan sebanyak 4 kali. Jadi mulai 
dari januari, April, Juli dan Oktober. Dan setiap tahap awal ada bantuan 
tetap, namun pada tahun 2020 ini bantuan tetap sudah dihilangkan.” 
Dari hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori maka 
penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Bontoharu sudah sesui dengan penyaluran 
bantuan yang tertera di pedoman PKH, dimana di Kecamatan Bontoharu 
tahapannya dimulai di Bulan Januari, April, Juli dan Oktober. 
6. Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH)  
a. Menetapkan calon peserta PKH 
Penetapan Calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial 
Keluarga Kementrian Sosial RI atas dasar usulan dari daerah (kabupaten, 
kecamatan, dan desa/kelurahan) dengan syarat bahwa penerima PKH merupakan 
rakyat miskin. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program 
Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 
tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program 
Penanganan Fakir Miskin.  
Dalam menetapkan sasaran perluasan memperhatikan pula beberapa hal 
yaitu: 
1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah penanggulangan 
kemiskinan dan perlindungan jaminan sosial  
2) Usulan daerah 
Daerah mebuat usulan hal-hal sebagai berikut: 
a) Sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan tersedia untuk  




c) Penyediaan fasilitas sekretariat untuk Pendamping PKH di kecamatan. 
d) Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal 
sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di 
provinsi maupun kabupaten/kota.   
b.  Penyiapan Data Awal Validasi 
Direktur Jaminan Sosial Keluarga membuat Surat Keputusan untuk 
menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH 
menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan sebagai data 
calon peserta yang akan di validasi oleh pelaksana PKH di daerah.  
Penetapan data awal yang akan divalidasi diawali dengan penentuan 
sumber data, sebagai berikut: 
1) Data terpadu program penanganan fakir miskin, dikecualikan bagi 
korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat 
terpencil sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 
2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. 
2) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki data baru sebagai data usulan 
daerah, maka dapat diusulkan kepada Kementerian Sosial dengan 
mekanisme tersendiri 
Hasil wawancara dengan Risma Nur Alyas, mengatakan bahwa: 
“ Calon peserta PKH itu di tetapkan oleh daerah kemudian di kirimkan ke 
pusat dengan beberapa kriteria komponen, yaitu untuk komponen 
kesehatan terdiri dari ibu hamil dan menyusui, dan anak yang berusia 0-
6 tahun. Untuk komponen pendidikan terdiri dari anak SD, SMP, dan 
SMA yang usianya tidak melebihi 21 tahun. Dan terakhir ada kelompok 




                                                           




Berdasarksan hasil wawancara dengan pendamping jika dikaitkan dengan 
teori maka penetepan calon peserta PKH sudah sesuai dengan pedoman PKH, 
dimana di kecamatan Bontoharu calon peserta PKH adalah data dari daerah dalam 
hal ini data dari Desa kemudian di kirimkan ke Dinas Sosial dan Dinas sosial yang 
kemudian mengirimkan ke pusat. 
c. Pertemuan awal dan Validasi  
Dalam pertemuan awal KPM PKH harus memiliki pemahaman tentang 
PKH dan kesiapan sebagai penerima PKH, sehingga pendamping sosial PKH 
harus melakukan sosialisasi pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat 
digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data 
awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh 
data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (eligible). 
Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses 
sebagai berikut: 
1) Data awal calon peserta PKH dikirimkan ke pendamping PKH melalui 
aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi 
2) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal 
(PA) sebagai berikut: 
a) Menentukan lokasi lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan 
camat/kepala desa setempat 
b) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait 
lainnya. 
c) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM 
PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum. 




  Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu disampaikan oleh 
pendamping sosial PKH yaitu: 
a) Menginformasikan tujuan PKH 
b) Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data 
pembukaan rekening bank;  
c) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi 
kewajiban yang ditetapkan dalam program;  
d) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas 
pelaksanaan PKH;  
e) Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH;  
f) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH;  
g) Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan; h. 
Penjelasan komitmen pendidikan;  
h) Penjelasan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas 
berat dan lanjut usia mulai 60 tahun keatas;  
i) menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi 
komitmen yang ditetapkan dalam program; dan  
j) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH. 
4) Pelaksanaan Validasi 
  Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan 
hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tetapi tidak 
menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan 
cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM 
PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi 




  Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan 
sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan 
minimal Know Your Customer (KYC) yang terdiri atas nama, Nomor Induk 
Kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. 
Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara 
kolektif. 
   Hasil wawancara dengan Risma Nur Alyas, selaku pendamping PKH 
mengatakan bahwa pada saat pertemuan awal melakukan pencocokan data apakah 
yang menrerima PKH atau tidak. 
 “Saat pertemuan awal saya melakukan pencocokan data, apakah yang 
menerima benar-benar masyarakat miskin, setelah mencocokkan saya 
melakukan pertemuan awal dengan KPM PKH. Saat  pertemuan awal 
maka saya menjelasakn apa tujuan PKH, Pembukaan rekening, dan 
syarat-syarat pembukaan rekening seperti KTP dan KK.”
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   Berdasarkan wawncara tersebut, jika dikaitkan dengan teori maka sedah 
sesuai dengan pedeoman PKH tentang peertemuan awal, dimana pendamping 
melakukan pencocokan data, kemudian melakukan pertemuan awal, dan terakhir 
menjelaskan tentang tata cara pembukaan rekening. 
d. Penetepan Keluarga Penerima Manfaat PKH 
KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen 
dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan:  
a. hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening 
bank; dan/atau  
b. Hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data.  
Hasil wawancara dengan wawancara dengan Risma Nur Alyas 
mengatakan bahwa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan 
melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. 
                                                           




KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan 
kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
“Setelah data sudah valid maka ditetapkan siapa yang berhak untuk 




Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH jika dikaitkan dengan 
teori, mak pentepan Penerima PKH telah sesuai dengan pedoman PKH dimana 
Pendamping melakukan pencocokan data, dan data yang sesui dengan syarat PKH 
maka dinyatakan dia yang berhak untuk menerima PKH dan kemudian di lakukan 
pembuatan rekening KPM PKH. 
e. Penyaluran bantuan 
Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM 
PKH yang memiliki komponen kepesertaan (eligible), memenuhi kewajiban. 
Dalam penyaluran bantuan harus memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria 
komponen PKH. Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.  
b. Bantuan sosial PKH terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen.  
c. Bantuan tetap adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  
d. Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen 
yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu komponen 
kesehatan, komponen pendidikan, dan / atau komponen kesejahteraan sosial.  
e. Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga.  
                                                           




f. Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, 
menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.  
g. Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap 
penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai. 
 Hasil wawancara dengan Risma Nur Alyas Penyaluran Bantuan 
dilaksanakan secara Bertahap selama 4 kali dalam setahun. 
“Untuk Penyaluran Bantuan dilakukan secara baertahap. Bantuan yang 
diberikan teridiri dari bantuan tetap dan bantuan Stimulan. Pada tahun ini, 
tahun 2020 bantuan tetap sudah di hapuskan, jadi KPM PKH hanya 
menerima bantuan Simultan yang diterima per tiga bulan dalam setahun. 
Nilai bantuannya sudah di tetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial 
Keluarga. Tujuan dari bantuan tetap ialah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar seprti untuk membeli beras, ikan , dll.”
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Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH, jika dikaitkan dengan 
teori maka sudah seusuai dengan penyaluran bantuan yang terdapat dalam 
pedoman PKH, dimana pendamping PKH melakukan penyaluran bantuan PKh 
selama 4 kali dalam setahun, dan KPM PKH juga menerima bantuan tetap dan 
Bantuan simltan. Bantuan tetap diterima pada saat penyaluran bantuan tahap 
pertama. 
f. Pendampingan  
Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian 
tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi 
dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan 
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH 
juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan 
persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH. Pendampingan komponen 
                                                           




kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan 
berikut: 
a. Pendamping Sosial PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok 
atau P2K2 dengan KPM PKH dampingannya setiap bulan;  
b. Pendamping Sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen 
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran;  
c. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang 
ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan  
d. Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping 
Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabiltas. 
Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH dapat 
membentuk kelompok KPM PKH berdasarkan wilayah dampingannya. 
Pembentukan kelompok KPM PKH bertujuan untuk memudahkan pendampingan 
dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, 
monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam 
pelaksanaan PKH. 
Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan memperhatikan halhal 
berikut: 
1) Identifikasi alamat domisili dan potensi masing-masing KPM;  
2) Pembagian dan pembentukan kelompok KPM dengan masingmasing 
beranggotakan 10 hingga 30 KPM, dengan kriteria: 
a) Pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal 
KPM; 
b) Jika memungkinkan, pembentukan kelompok didasarkan pada jenis/tujuan 




3) menentukan tujuan kelompok;  
4) menentukan/memilih pengurus kelompok;  
5) mendeskripsikan peran dan tugas pengurus kelompok;  
6) menentukan kebutuhan administrasi kelompok. 
Berdasarkan wawancara dengan Syukur S.IP. penunjukan pendamping 
PKH dilakukan melakukan seleksi online, dan kemudian di tunjuk oleh kordinator 
kabupaten untuk menjadi pendamping di setiap kecamatan. 
“Untuk jadi pendamping PKH di buka pendaftaran seleksi online. Yang 
lulus maka akan di tempatkan sesuai dengan daerah mana ia daftar pada 
saat pendaftaran online tersebut. kenudian setelah itu di tetapkan 
koordinator Kabupaten. Koordinator kabupaten inilah yang menunjuk 




Berdasarkan struktur organisasi sekretariat PPKH Kabupaten Selayar 
Pelaksana Program Keluarga Harapan yaitu H. Rustam Noor, SH sebagai 
pengarah PPKH, Hj.Erma Noviyanti, ST. M.SP sebagai Ketua PPKH, Sitti Hasni 
Sebagai Sekretaris, Nur HikmahA.md. Kom sebagai Ketua Bidang Data dan SPM, 
Akhmad Junaedi, S.Sos.,MM sebagai Ketua Penyaluran Bantuan, Widya Puspita 
Sari, ST sebagai ketua Bidang Verivikasi, dan sebagai koordinator 
Kabupaten/Kota adalah Usman Nur, SE.  
Adapun untuk para pendamping setiap kecamatan di kabupaten kepaluan 
selayar yaitu Rizwa Kurniawan, S.T., Apriandi, S.Kom sebagai Administrator 
Database, Kahirul Akbar, S.ST., Sp.P.S.M sebagai supervisor, Nur Cahaya R, 
S.Kom sebagai pendamping Kota Benteng, Marlina., SE. dan Risma Nur Alyas, 
S.K.M sebagai Pendamping PKH Kecamatan Bontoharu, Nindi Armayanti, S.Sos 
dan Agustina, S.Pd.I sebagai Pendamping PKH kecamatan Bontomanai, Andi 
Nurhayani, S.pd. I sebagai Pendamping PKH kecamatan Buki, Maryam, SE. dan 
Nur Fitri Wahyuni, S.Kep sebagai pendamping PKH kecamatan Bontomatene, 
                                                           




Muslimin, A.md.K.L, Nur Aeni, S.pd, Yusrianto, S.Pd.I M.pd.I, dan Zukiana, 
S.Pd.I sebagai Pendamping PKH Kecamatan Bontosikuyu, Sahriah, SE sebagai 
Asisten pendamping PKH Kecamatan Bontosikuyu. 
Muh. Ridwan, S.PI, Andi Makkawari Latif, S.pd, Suerli, Amd.Keb sebagai 
Pendamping PKH kecamatan Pasimasunggu, Aslianti Wahab, Amd.Keb sebagai 
Asisten Pendamping PKH kecamatan Pasimasunggu. Sukriani, S.K.M, Ikrar Rais, 
S.K.M, Burhanuddin, S.E sebagai Pendamping PKH Kecamatan Pasimasunggu 
Timur. Saripa, S.Pd sebagai Asisten Pendamping PKH Kecamatan Pasimasunggu 
Timur. Mawardi Yusuf, S.Pd. Nudharatun Nur, S.P, Syukur, S.IP sebagai 
Pendamping PKH Pasimarannu. Abdul Rasyid sebagai Asisten Pendamping PKH 
Kecamatan Pasimarannu. Sitti Syamsiah, A.md. Keb, Tamrin, S.Pd, Baharuddin, 
SE, Sukmawati, SE. sebagai Pendamping PKH Kecamatan Pasilambena. Nindi 
Reskiwanty sebagai Asisten Pendamping PKH Kecamatan Pasilambena,. Andi 
Ashar, S.Pd, Andi Ahmad, S.PI., Andi Parajai, S.Pd, Muh.Sabri, S.Ag sebagai 
Pendamping PKH Kecamatan Takabonerate. Dan terakhir Jedil, S.E sebagai 
asisten pendamping Takabonerate. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.16 Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Kepulauan 
Selayar 
No Nama Jabatan 
1 H. Rustam Nor, SH Pengarah 
2 
Hj. Erma Noviyanti, ST., 
M. SP Ketua  
3 Nur Hikmah, Amd. Kom Ketua Bidang Data dan SPM 
4 
Akhmad Junaedi, S.Sos., 
M.M Katua Bidang Penyaluran Bantuan 
5 Widya Puspita Sari, ST Ketua Bidang Verivikasi 
6 Usman Nur, SE Koordinator Kab/kota 
7 Rizwa Kurniawan, S.T., Administrator Database 
8 Apriandi, S.Kom   





10 Nur Cahaya R,  Pendamping PKH Kota Benteng 
11 Marlina., SE Pendamping PKH Kecamatan Bontoharu 
12 Risma Nur Alyas, S.K.M   
13 Nindi Armayanti, S.Sos  Pendamping PKH kecamatan Bontomanai 
14 Agustina, S.Pd.I    
15 Andi Nurhayani, S.pd. I  Pendamping PKH kecamatan Buki 
16 Maryam, SE Pendamping PKH kecamatan Bontomatene 
17 Nur Fitri Wahyuni, S.Kep  Pendamping PKH kecamatan Bontomatene 
18 Muslimin, A.md.K.L Pendamping PKH Kecamatan Bontosikuyu 
19 Nur Aeni, S.pd,  Pendamping PKH Kecamatan Bontosikuyu 
20 Yusrianto, S.Pd.I M.pd.I Pendamping PKH Kecamatan Bontosikuyu 
21 Zukiana, S.Pd.I  Pendamping PKH Kecamatan Bontosikuyu 
22 Sahriah, SE  
Asisten pendamping PKH Kecamatan 
Bontosikuyu 
23 Muh. Ridwan, S.PI Pendamping PKH kecamatan Pasimasunggu 
24 
Andi Makkawari Latif, 
S.pd Pendamping PKH kecamatan Pasimasunggu 
25 Suerli, Amd.Keb  Pendamping PKH kecamatan Pasimasunggu 
26 Sukriani, S.K.M 
Pendamping PKH Kecamatan Pasimasunggu 
Timur 
27 Ikrar Rais, S.K.M, 
Pendamping PKH Kecamatan Pasimasunggu 
Timur 
 
28 Burhanuddin, S.E  
Pendamping PKH Kecamatan Pasimasunggu 
Timur 
29 Saripa, S.Pd 
Asisten Pendamping PKH Kecamatan 
Pasimasunggu Timur 
30 Mawardi Yusuf, S.Pd Pendamping PKH Pasimarannu 
31 Nudharatun Nur, S.P Pendamping PKH Pasimarannu 
32 Syukur, S.IP  Pendamping PKH Pasimarannu 
33 Abdul Rasyid 
Asisten Pendamping PKH Kecamatan 
Pasimarannu 
34 Sitti Syamsiah, A.md. Keb Pendamping PKH kecamatan Pasilambena 
35 Tamrin, S.Pd Pendamping PKH kecamatan Pasilambena 
36 Baharuddin, SE Pendamping PKH kecamatan Pasilambena 
37 Sukmawati, SE Pendamping PKH kecamatan Pasilambena 
38 Nindi Reskiwanty 
Asisten Pendamping PKH Kecamatan 
Pasilambena 
39 Andi Ashar, S.Pd Pendamping PKH Kecamatan Takabonerate 




41 Andi Parajai, S.Pd Pendamping PKH Kecamatan Takabonerate 
42 Muh.Sabri, S.Ag  Pendamping PKH Kecamatan Takabonerate 
43 Jedil, S.E  
Asisten Pendamping PKH Kecamatan 
Takabonerate 
Sumber : Sekretariat PPKH Kabupaten Kepulauan selayar. 
g. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga  
Dalam rangka perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi berkelanjutan 
yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan 
dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan 
anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.   
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal 
dengan Family Development Session (FDS) merupakan sebuah intervensi 
perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak 
tahun pertama kepesertaan PKH.  
a. Tujuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yaitu: 
1) Meningkatkan pengetahuan KPM PKH mengenai pengasuhan anak dan 
mendukung pendidikan anak di sekolah. 
2) Meningkatkan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan 
keuangan keluarga. KPM PKH belajar bagaimana membedakan antara 
kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari 
hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha. 
3) Meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam hal kesehatan khususnya 
pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi 
perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi. 
4) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap pencegahan kekerasan 
terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak.  





6) Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH akan hak dan 
kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan 
layanan umum yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi 
kesehatan dan pendidikan. 
b. Komponen Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kamampuan Keluarga 
(P2K2) 
Komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 adalah: 
1) Modul P2K2 
Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk 
meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus utama di 
bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak. Modul 
P2K2 disampaikan kepada KPM dengan memperhatikan kebutuhan KPM. 
Modul P2K2 yang dibahas adalah sebagai berikut  
a) Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak 
b) Modul Ekonomi 
c) Modul kesehatan 
d) Modul Perlindungan Sosial 
e) Modul Kesejahteraan Sosial 
2) Pendidikan dan Pelatihan 
3) Bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, flipchart, poster dan brosur 
dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2 diselenggarakan 
oleh Kementerian Sosial atau pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi 
4) Waktu Pelaksanaan P2K2 P2K2 dilaksanakan setiap bulan selama masa 
kepesertaan PKH. 
5) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P2K2 P2K2 diberikan sebagai 




dampingannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. 
Dalam pelaksanaannya P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang 
pendamping dengan supervisi dari koordinator kabupaten/kota, dan 
koordinator wilayah. 
Hasil wawancara dengan Risma Nur Aliyas, selaku pendamping PKH 
kecamatan Bontoharu, mengatakan bahwa setiap bulan mengadakan pertemuan 
kelompok setiap tanggal 13 bertempat di Dusun padangoge Desa Kalepadang. 
Dan setiap pertemuan mengadakan pembahasan tentang modul dan pemuktahiran 
Data. 
“Setiap tanggal 13 kami adakan pertemuan dengan membahas tentang 
bagaimana pentingnya pendidikan, pentongnya kesehatan bayi, ibu hamil, 
dan balita. Dan terkadang saya juga membahas bagaimana 
memproduktifkan uang tersebut jika uang yang diterima lebih. Sehingga 
masyarakat tidak terlalu konsumtif dan boros.” Dan Biasanya kalau 
dalam pertemuan keluarga kami para pendamping membahas tentang 
modul dan biasa juga tentang pemikhtahiran data, seperti ada yang 
berubah statusnya dari transisi ke graduasi, seperti tergraduasi karena 
berhenti sekolah, ada yang hamil, ada yang meninggal, dll.
69
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH jika dikaitkan 
dengan teori maka sudah sesuai dengan pedoman PKH, dimana pada saat 
peetamuan akan membahas tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan 
bagaimana cara memproduktifkan uang. Pendamping juga melakukan pertemuan 
kelompok setiap tanggal 13. Pertemuan tersebut sesuia dengan tujuan pertemuan 
Kelompok keluarga yang tertera di peoman PKH.  
h. Verivikasi Komitmen  
Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran 
anggota KPM PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai 
dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial.  
                                                           




Pelaksanaan verifikasi komitmen menggunakan aplikasi mobile yang 
digunakan oleh pendamping untuk mencatat kehadiran anggota KPM pada setiap 
kunjungan ke layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun layanan 
kesejahteraan sosial. Hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar 
penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan.  
“Verivikasi komitmen saya lakukan setiap bulan. Saya melakukan 
verivikasi komitmen masih manual dengan mengunjungi setiap sekolah 
yang ada di kecamatan Bontoharu. Setiap saya kesana saya mencatat 
tingkat kehadiran KPM PKH, kemudian data itu kirimkan ke pusat. Dan 




Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, jika dikaitkan 
dengan teori maka pendamping pKH sudah melakukan verivikasi sesuia dengan 
pedoman PKH, dimana pada saat melakukan verivikasi pendamping PKH 
mengunjungi sekolah, Pusekesmas, dan kemudian mencatat jumlah kehadiran 
para peserts PKH. 
i. Pemutakhiran Data  
Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi 
terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program 
perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, 
penyaluran dan penghentian bantuan. Beberapa perubahan informasi dari KPM 
sebagai berikut: 
a. Perubahan status eligibilitas KPM; 
b. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan 
hukum dan hilang ingatan;  
c. Perubahan komponen kepesertaan; 
d. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses;  
                                                           




e. Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses;  
f. Perubahan domisili KPM; dan 
g. Perubahan data bantuan program komplementer 
Pelaksanaan pemutahiran data menggunakan aplikasi mobile yang 
digunakan oleh pendamping untuk mencatat kondisi terkini pada setiap kunjungan 
ke KPM PKH.  
Berdasarkan wawancara dengan Risma Nur Alyas mengatakan bahwa 
Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini 
anggota KPM PKH.  
“Setelah ada verivikasi komitmen maka akan ada pemukthiran data dari 
pusat, siapa yang yang tergraduasi. Tahun 2019 di kecamatan Bontoharu 
ada 13 yang tergraduasi.
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Berdasarkan hasil wawancara jika dikaitkan dengan teori maka, 
pendamping PKH melakukan pemukthiran data sesuia dengan yang telah 
dicantumkan oleh pedoman PKH, dimana pada saat pemukthiran data maka akan 
diketahui status kepesertaan apakah berstatus tergraduasi atau transisi. 
h. Transformasi kepesertaan  
Transformasi kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran sebagai 
Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran 
sosial ekonomi. Semua KPM PKH didata ulang dan dievaluasi baik dalam status 
kepesertaan maupun status sosial ekonomi. Kegiatan pemutakhiran sosial 
ekonomi KPM PKH dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga lain 
yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator 
pangkalan data di daerah. Pemutakhiran sosial ekonomi dilakukan untuk 
menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi. 
                                                           




Transisi merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih 
memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin. 
Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi masih diberikan 
penambahan waktu sebagai KPM PKH dengan memiliki hak dan kewajiban yang 
sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH. KPM PKH pada masa transisi 
ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial 
PKH dan dapat diberikan program terkait. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga 
dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program 
bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.   
Graduasi terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran 
sosial ekonomi. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan 
Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. 
Sedangkan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi merupakan berakhirnya 
masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil 
pemutakhiran sosial ekonomi.  
Transformasi kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran sebagai 
Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran 
sosial ekonomi. Semua KPM PKH didata ulang dan dievaluasi baik dalam status 
kepesertaan maupun status sosial ekonomi. 
Hasil wawancara dengan Risma Nur Alyas mengtakan bahwa tidak pernah 
mendata ulang karena ysng menentukan adalah pusat. Dan setelah ada 
pemuktahiran data ada yang berstatus transisi dan graduasi. 
“Saya tidak pernah mendata ulang peserta PKH, karena yang mendata 
ulang hanya dari pusat, kami hanya mengirimkan secara online hasil 
verivikasi komitmen yang kami lakukan.” Setelah ada pemutkhiran data 
maka akan ditentukan status data kepesertaan KPM PKH. Ada dua status 
data setelah pemuktahiran data yaitu berstatus transisi atau graduasi. 
Transisi adalah KPM PKH yang masih memenuhi syarat. Sedangkan 




terbagi menjadi dua yaitu graduasi alamiah. Graduasi ilmiah adalah 
berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima karena tidak 
terpenuhinya kriteria kepesertaan. Sedangkan graduasi hasil 
pemuktahiran sosial merupakan berakhirnya masa kepesertaan sosial 
karena sudah sejahtera. Tahun 2019 sudah ada 12 orang yang tergraduasi 
pemuktahiran sosial. dari Bontosunggu 4 orang, dari bontotangga 1 
orang, dari kahu-kahu 3 orang dan dari Bonto lebang 1 orang.
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Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH jika dikaitkan dengan 
teori maka sudah sesuia dengan pemuktahiran data yang tertera pada pedoman 
PKH, namun yang berbeda adalah pendamping PKH tidak pernah melakukan 
pendataan ulang padahal dalam pedoman PKH dijelaskan bahwa semua PKH di 
data ulang melalui kegiatan sosial ekonomi. 
i. Pengaduan  
Sebagai perwujudan tata kelola program yang baik, PKH menyediakan 
sistem pengaduan masyarakat (grievance redress system). Layanan ini dapat 
diakses oleh masyarakat untuk memastikan KPM menerima layanan berkualitas 
dan memperoleh hak-haknya.   
Pengaduan dapat dilakukan melalui proses penyampaian informasi, 
keluhan, atau masalah terkait pelaksanaan PKH. Pengaduan dapat dilakukan oleh 
KPM PKH, sesama SDM PKH, mitra kerja, maupun masyarakat secara tertulis 
maupun lisan melalui Contact Center PKH.  
Pengaduan akan ditindaklanjuti ke dalam pembahasan kasus (case 
conference) diselenggarakan untuk identifikasi masalah, pemeriksaan substansi 
pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan klasifikasi atas kasus pengaduan yang 
tidak bisa ditangani di tingkat operator contact center, yang dilakukan oleh Tim 
Pengelola Contact Center dan Penanganan Pengaduan.  
                                                           




Hasil rwawancara dengan Risma Nur Aliyas, SKM selaku pendamping 
PKH kecamatan Bontoharu, mengatakan bahwa Sekretariat PKH menyediakan 
layanan pengaduan. 
“Disini kami menerima sistem pengaduan dengan cara melaporkan 
langsung ke sekretariat PPKH atau menghubungi pendamping di setiap 
kecamatan. Seperti di Kecamatan Bontoharu jika ada yang ingin meraka 
adukan maka silahkan hubungi saya.
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Berdasakan wawancara dengan pendamping PKH jika dikatkan dengan 
teori maka sistem pengaduan PKH sudah sesuai dengan pedoman PKH, yaitu 
apabila ada yang ingin mangadukan tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan 
dari pendamping PKH bisa mengadukan ke Contact Center PKH. 
C. Tinjauan Islam terhadap Program Keluarga Harapan Hubungannya 
dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 
a. kebutuhan dharuriyyah ( Kebutuhan Primer) 
Kebutuhan adalah kemaslahatan yang penting bagi kehidupan manusia dan 
karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, 
baik ukhrawi maupun duniawi. Kebutuhan dhruriyah (kebutuhan primer),yaitu 
kebutuhan yang yang berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, seperti pada 
kebutuhan akan oksigen, makanan, minuman. Manusia harus terus berusaha 
mempertahankan kehidupannya dengan melakukan peenuhan kebutuhan 
primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. 
b. Kesenangan atau kenyamanan (Hajiyah),  
Kesenangan adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia 
agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai 
kesengsaraan. Kebutuhan Hajiyah atau disebut dengan kebutuhan sekunder. Jika 
                                                           




kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami 
kesulitan. Karena kebutuhan ini dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas. 
Seperti kendaraan yang digunakan untuk usaha, sarana pendidikan, kesehatan dan 
sebagainya. 
c. Kemewahan (Tahsiniyah).  
Yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan 
kesejahteraan hidup manusia. Kebutuhan Tahsiniyah atau yang disebut tersier 
adalah kebutuhan yang bersifat asesoris, pelengkap, dan memberi nilai tambah 
pada pemeunuhan primer dan sekunder. Yang termasuk dalam kebutuhan 
Tahsiniyah ialah perhiasan, parfum, desain rumah yang indah, dan sebagainya. 
Hasil  wawancara dengan Siti Rohana selaku penerima PKH kelompok 
pendidikan di lingkungan Matalalang kecamatan Bontoharu mengatakan bahwa 
dia sangat terbantu dengan adanya program keluarga harapan. 
“Saya menerima PKH dalam bentuk Uang tunai, karena tujuan diberikan 
uang tunai untuk kebutuhan pendidikan, maka saya gunakan uang 
tersebut untuk membeli pakaian sekolah, sepatu, dan buku dan alat tulis. 
Saya merasa terbantu dengan adanya program keluarga harapan karena 
dulu sebelum ada PKH saya sangat kesulitan untuk membayar keperluan 
sekolah, namun setelah ada PKH saya sudah tidak mengutang lagi di 
tetangga karena sudah ada uang yang saya terima sebesar Rp. 250.000/ 3 
bulan untuk anak saya yang SD dan untuk anak saya yang SMA RP. 
450.000/3 bulan. Uang itu ssangat membantu saya.”
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Hasil wawancara masyarakat dusun kalebonto, Nur Insana selaku 
penerima PKH kelompok balita mengatakan bahwa PKH membuat anak saya 
sehat. 
“PKH ini membuat berat badan anak saya naik. Dahulu saya kesulitan 
membeli susu karena semua pendapatan suami saya hanya untuk membeli 
keperluan sehari-hari seperti sembako, sehingga untuk membeli susu 
tidak kebagian. Tapi semenjak ada PKH, saya sudah bisa membeli susu 
karena uang yang diberikan kepada saya sangat cukup. Uang yang saya 
                                                           




terima sebesar Rp. 600.00. Anak saya 6 namun yang mendapat PKH 
hanya yang balita. Total uang yang saya dapatkan Rp. 2.400.000 karena 
yang dapat PKH ada 4 orang. Uang ini saya terima per 3 bulan.” 
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Berdasarkan wawancara dengan Murniati selaku penerima PKH kelompok 
pendidikan mengatakan bahwa perekonomian keluarganya semakin membaik. 
”PKH sangat membantu perekonomian keluarga saya. Dahulu sebelum 
ada PKH semua uang saya saya gunakan untuk membagi antara 
keperluan sehari hari dan keperluan sekolah anak saya. Namun semenjak 
ada PKH pendapatan suami saya hanya untuk keperluan sehari-hari, dan 
untuk keprluan sekolah saya gunakan bantuan dari PKH. Sehingga saya 




Hasil wawancara dengan Alamang selaku penerima PKH kelompok 
Lansia mengatakan bahwa Beliau sangat terbantu dengan PKH karena sudah tidak 
mengalami kesusahan dalam membeli keperluan sehari-hari. 
“ Saya sangat senang dengan adanya bantuan PKH, saya di beri uang oleh 
pemerintah sebanyak Rp. 3.000.000,. uang itu saya gunakan untuk 
membeli beras, ikan, dan lain-lain. Uang itu sangat membantu saya 




Hasil wawancara dengan Sarawiah selaku penerima PKH kelompok 
Balita, mengatakan bahwa PKH tidak cukup untuk membantu perekonomiannya. 
“Anak saya yang mendapat PKH ada 6 orang, dan setiap 3 bulan saya dapat 
Rp. 3.600.000, namun itu tidak cukup membantu perekonomian keluarga 
saya. Uang itu sebenarnya untuk membeli susu, namun saya gunakan 
untuk membeli keperluan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gas, 
dan sebagainya. Bahkan untuk keperluan sehari-hari kadang tidak cukup 
jadi saya tidak bisa gunakan uang tersebut seperti tujuannnya.”
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Hasil wawawancara dengan Siti Rawiah selaku penerima PKH kelompok 
Ibu menyusui dan Balita, mengatakan bahwa sangat senang dengan adanya PKH 
karena uang yang diterima bisa digunakan untuk keperluan anaknya yang sekolah. 
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 “Mendapat bantuan PKH sangat menyenangkan karena saya bisa membeli 
sepatu untuk anak saya setiap sepatunya rusak, dahulu meskipun sepatu 
anak saya rusak, saya tidak akan membelikannya sepatu karena uang saya 
tidak cukup. Sekarang meskipun tujuan bantuan untuk membeli susu 
formula untuk  anak saya yang masih balita, saya alokasikan untuk 
membeli sepatu anak saya.”
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Hasil wawancara dengan ibu dari yudi selaku penyandang disabilitas, yang 
bernama Jumiati mengatakan bahwa uang tersebut ia gunakan untuk kehidupan 
sehari-hari, seperti membeli beras. 
“Uang yang saya dapat Rp. 3.000.0000, uang itu hanya saya gunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, meskipun tujuannya untuk 
anak saya tetapi saya tidak tau harus saya gunakan untuk apa. Untuk 
membeli obat namun anak saya tidak membutuhkan obat. Mau ke dokter  
juga anak saya cacat dari lahir. Jadi mungkin tidak bisa disembuhkan.”
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Berdasarkan wawancara dengan Pati, selaku penerima PKH kelompok 
Lansia mengatakan bahwa uang tersebut ia gunakan untuk keperluan sehari-hari. 
“Uang yang saya terima sebesar Rp. 3.600.000, uang itu saya gunakan 
untuk membeli beras, kadang saya gunakan untuk membeli kue dan 
ongkos transportasi ketika saya bepergian” 
Hasil wawancara dengan Rahma selaku penerima PKH kelompok 
pendidikan mengatakan bahwa uang yang diberikan di gunakan untuk keperluan 
sekolah, namun karena ada lebihnya maka ia gunakan untuk membeli motor untuk 
transportasi anaknya ke sekolah. 
“Saya menerima Uang setiap 3 bulan sebanyak Rp.1.600.000. uang itu 
saya gunakan untuk membeli keperluan sekolah. Namun karena saya 
biasa membeli keperluan sekolah per tahun itupun kalau keperluan 
sekolah itu saya butuhkan, misalnya dalam setiap tahun bajunya sudah 
rusak, sepatunya tidak muat baru saya belanjakan uang itu. Kalau tidak 
maka uang itu saya tabung. Dan tahun 2017 saya bisa membeli motor 
untuk anak saya dengan menggunakan uang tersebut di tambahkan 
dengan uang tabungan saya hasil dari pengasilan suami saya”
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Hasil wawancara dengan Siknong selaku penerima PKH kelompok lansia 
mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk mengganti atap rumahnya. 
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“Uang yang saya terima Rp. 3.600.000. uang itu saya gunakan 
untuk megganti atap rumah saya menjadi atap seng. Karena dulu 
hanya pakai atap dari bambu, sebanyak Rp.600.000 saya 
sumbangkan ke mesjid. Dan lebihnya saya simpan untuk biaya 
kematian saya karena saya sudah tidak punya keluarga jadi ketika 
saya meninggal uang itu bisa digunakan oleh orang-orang disekitar 
saya untuk mengurus jenazah saya. Saya tidak gunakan uang itu 




Hasil wawancara dengan Saniati selaku Penyandang disabilitas uang itu ia 
gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. 
“Uang itu saya gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, sebenarnya 
untuk pengobatan telinga saya, namun karena saya sudah tua akan lebih 




Berdasarkan wawancara dengan Tolleng, selaku penerima PKH kelompok 
lanjut usia, mengatakan bahwa uang itu ia belum gunakan. 
“Uang yang saya terima masih saya simpan untuk nanti, karena yang cuma 
diberi satu kali maka uang itu saya simpan untuk kehidupan selanjutnya. Karena 
sekarang saya masih ada uang untuk membeli keperluan sehari-hari saya masih 
ada maka uang itu saya simpan”
84
 
Berdasarkan wawancara dengan Jerniati, selaku penerima PKH kelompok 
Pendidikan, mengatakan bahwa uang yang diberikan ia gunakan untuk keperluan 
sekolah dan membayar kos. 
“Uang yang saya terima sebanyak Rp. 1.600.000, uang itu saya gunakan 
untuk membeli keperluan sekolah anak saya, membeli sepatu, baju, dan 
lain. Uang itu juga saya gunakan untuk membayar kos anak saya.”
85
 
Hasil wawancara dengan Satimang, selaku penerima PKH kelompok lansia 
mengatakan bahwa uang yang diberikan belum ia gunakan. 
“Uang yang saya terima sebesar Rp. 3.600.000, uang itu belum saya 
gunakan karena masih ada beras pemberian dari desa jadi uang itu belum 
saya gunakan. Rencana saya akan gunakan ketika beras itu sudah habis.”
86
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Dari hasil beberapa wawancara jika dikaitkan dengan teori tentang 
Kesejahteraan dalam islam maka PKH masuk dalam ketegori Hajiyat 
(Kesenangan), karena tujuan PKH untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan, 
namun dalam PKH ada bantuan tetap sebesar Rp. 500.000, dimana bantuan itu 
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga kebutuhan akan Tahsiniyat atau 
kebutuhan primer juga terpenuhi. 
Namun yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat menggunakan 
dana PKH untuk kebutuhan lain karena kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan 
terpenuhi. Seperti membeli motor, memperbaiki rumah, dan sebagainya. 
Menggunakan dana PKH di luar tujuan jika kebutuhan terpenuhi sesuai 
dengan ajaran Islam yaitu ta’awun atau tolong menolong dalam ajaran islam. 
Melihat dari segi maslahatnya sudah sesuai karena manfaatnya telah menjaga 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai kemslahatan. Manfaat 
yang dapat diambil adalah para penerima PKH mendapatkan kenikmatan yang 
berupa terpenuhi keingnannya tanpa menyakiti siapapun. PKH juga telah 
memberikan dampak postif bagi masyarakat. 
Namun untuk masyarakat yang benar-benar menggunakan dan PKH bukan 
untuk pendidikan dan kesehatan, tidak terlepas dari masyarakat yang 
berpendapatan rendah dan belum memiliki penghasilan tetap, sehingga mereka 
sulit untuk memnuhi kebutuhan hidupnya hingga dengan terpaksa menggunakan 
dan bantuan PKH tidak sesuia dengan tujuannya. 
Dari pembahasan tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan 
salah satu Dosen yang memahami tentang ekonomi Islam yaitu Dr. Amiruddin, 
dengan hasil wawancara bahwa jika masyarakat menggunakan uang tersebut 




karena sejatinya PKH adalah bantuan pemerintah yang mengandung sistem 
tawadhu (tolong-menolong).  
2. Sistem Ditribusi 
Islam berdiri atas dua sendi yaitu sendi kebebasan dan dan sendi keadilan. 
Dalam aktivitas ekonomi Islam mengharuskan untuk berlaku adil kepada semua 
orang. Pengertian adil dalam Islam ketika individu menghargai hak orang lain, 
hak lingkungan sosial, haka alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya. Semua 
hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya.  
Perilaku adil tercantum dalam firman Allah SWT QS Al-Maidah/5:8 
ِ ُشهََدا َء بِ  لَِّذينَ ٱ يَ  أَيُّهَا ِميَن ّلِِلَّ
اُ  قَۡى   ََوََل يَۡجِرَمنَُّكۡم َشنَ  ۡلقِۡسِط  ٱَءاَمنُىْا ُكىنُىْا قَىَّ 
ً   أََلَّ تَ   َعلَ
ْۚ
َْۚ ٱ تَّقُىاْ ٱهَُى أَۡقَرُب لِلتَّۡقَىي   وَ  ۡعِدلُىاْ ٱۡعِدلُىْا َ ٱإِ َّ  ّلِلَّ َخبِيُرِۢ بَِما  ّلِلَّ
  ٨تَۡعَملُىَ  
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
Dalam konsep Islam adil akan dikatakan adil jika tidak menzhalalimi dan 
tidak dizhalimi, sama rasa sama rata.  Demikian pula dengan Program keluarga 
harapan, apabila diperhatikan dari maka PKH adalah bentuk keadilan yang 
dilakukan oleh penerintah kepada masyarakat dengan cara menjamin 
kesejahteraan warganya. Selain perilaku adil, menjamin kesejahteraan masyarakat 
adalah amanah yang ditipkan kepada pemimpin untuk selalu menjamin 
kesejahteraan warganya. Kewajiban menjalankan agama terdapat dalam al-Qur‟an 





Allah SWT berfirman dalam QS Al-Anfal/6:27. 
َ ٱَءاَمنُىْا ََل تَُخىنُىْا  لَِّذينَ ٱ يَ  أَيُّهَا ُسىلَ ٱوَ  ّلِلَّ تُِكۡم َوأَنتُۡم تَۡعلَُمىَ   لرَّ نَ  ْا أََم  َوتَُخىنُى 
٧٢  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui 
Kesejahteraan masyarakat akan lahir apabila ada proses sinergitas antara 
pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Kesejahteraan hanya diperoleh dengan 
penyerahan diri sepenuhnya   kepada  Allah Swt. Ajaran  Islam   mengajarkan 
juga tentang konsep   untuk  berbagi, membagi   nikmat, membagi  kebahagian 
dan ketenangan   tidak hanya   untuk   individu   namun  untuk  seluruh umat   
manusia  di seluruh  dunia.  
Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapinya kemaslahatan. 
Kemaslahatan sendiri adalah terpeliharanya tujuan syara‟ (Maqasid Al-Shariah). 
Maqashid al-syari’ah dapat diartikan sebagai maslahah bagi sebagian ulama. 
Maslahah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama) adalah 
konsep yang mencakup semua aktivitas antara individu dan masyarakat. Tujuan 
dari ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan dan kesjahteraan dunia dan 
akhirat (falah).Sehingga konsep kesejaheraan dalam Islam memiliki indikator 
utama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar dan sistem ditribusi yang baik.  
Tujuan dari PKH tidak hanya sekedar untuk menyantuni orang miskn, 
namun lebih kepada pengentasan kemiskinan untuk jangka panjang. 
Pendistribusian PKH untuk pendidikan di maksudkan agar negara Indonesia bisa 




untuk kesehatan di harapkan masyarakat Indonesia memiliki gizi yang baik 
sehingga mampu produktif bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup. 
Dalam pandangan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
harus memperbaiki Sistem Ditribusi. Karena sistem ditribusi memegang peranan 
yang penting dalam pereokonomian karena merupakan sistem yang menjamin 
perputaran roda perekonomian sehingga bisa dinikmati oleh semua masyarakat.: 
Sistem distribusi tidak bisa dipisahkan dari 3 hal yaitu: 
1) Transparansi, yaitu  keterbukaan kepada publik 
Transparansi adalah proses keterbukaan dari para pengelola manajemen 
untuk membangun akses sehingga  arus informasi keluar dan masuk secara 
seimbang. Dalam proses infirmasi tersebut menyebar ke masyarakat umum  
sehingga tidak menimbulkan penyelewengan anggaran.
87
 
Transparansi dalam Al-Qur‟an mengandung nilai sebagai berikut:
88
 
a) Shiddiq, artinya benar, nilai dasarnya adalah integritas yang berupa nilai-nilai 
kejujuran dan ihlas. 
b) Amanah, nilai dasarnya adalah tanggung jawab dan kepercayaan 
c) Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif dan mampu kerja sama tim 
d) Fathanah, nilai dasarnya adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas 
2) Prefesionalitas, yaitu sesuia dengan ahlinya 
Merupakan prisip yang mendasar yang menjamin bekerjanya sisitem 
perekonomian. Profesionalitas akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas 
pengeloaan perekonomian dalam mencapai tujuan. Profesionalitas dalam islam 
                                                           
87Irmayanti, dan Abdul Masyhar, “Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan Program 
Keluarga Harapan di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar”, Jurnal 
Otoritas4 no.2, (2014): h.138.  
88 Mahlel, dkk, “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap 




harus dilandaskan pada kesadaran dap pengetahuan yang memadai, harus sesuia 
dengan keahlian dan berorientasi terhadap hasil yang baik. 
3) Akuntabiltas atau pertanggung jawaban.  
Akuntabilitas Erat kaitannya dengan administatif, yaitu apakah rupiah 
yang dikeluarkan selaras dengan tujuan tanpa terkontaminasi dengan korupsi dan 
penyalahgunaan wewenang. Dalam islam akuntabilitas diartikan kewajiban dari 
inividu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola smber daya publik yang 
bersamgkutan dan dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 
pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepada tuhan berupa amanah yang 
wajib dimiliki oleh manusia. 
Hasil wawancara wawancara dengan Muhammad Burhan, SE, dalam 
merekrut pemdamping PKH diadakan melalui seleksi online. 
“Untuk perekrutan pendamping diadakan seleksi online semua jurusan, 
dengan diutamkana S1 semua jurusan, sehingga yang lulus disini ada yang 




Hasil wawancara dengan Risma Nur Alyas, ketika ada bantuan PKH maka 
pihak pendamping memberitahikan berapa besar uang yang kakan diterima 
“setiap ada pencairan maka saya memberitahu masyarakat berapa uang 
yang akan diterima, jika ada pengurangan maka saya beritahu kenapa 
uang yang diterima berubah. Seperti tahun ini uang yang diterima lebih 
sedikit dari pada tahun lalu karena bantuan tetap sebanyak Rp. 500.000 
telah dihapuskan. Sehingga yang mereka terima untuk lanjut usia 
hanya sebesar RP. 600.000 per tiga bulan.
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Hasil wawancara dengan Nur Insana, selaku penerima PKH tidak ada 
biaya yang dikeluarkan dalam pembuaan rekening PKH. 
“Setelah ada pemberitahuan dari Desa bahwa dana PKH telah cair maka 
kami langsung ke Bank BRI untuk mengambil uang di dampingi oleh 
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Pendamping PKH Ibu risma. Uang yang kami terima sama dengan uang 
yang ada di kertas tanda tangan.”
91
 
Hasil wawancara dengan Jerniati, selaku ibu dari penerima PKH kelompok 
disabilitas bahwa uang yang diterima sesuai dengan data dari pusat. 
“Uang yang saya terima sama denga yang tertulis di kertas dari pusat. 
Tidak ada sama sekali pemotongan.
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Berdasarkan wawancara dengan Tolleng selaku penerima PKH kelompok 
lansia mengatakan bahwa uang yang tertera di data tidak sesuai dengan uang yang 
ia terima. 
“Sebenarnya uang yang kami terima Rp. 3.600.000, namun ada 
pemotongan dari desa katanya untuk bayar orang yang mau mengurus. 
Uang yang diambil sebesar Rp. 600.000, sebanyak kurang lebih 20 orang 
yang dapat dikampung sini mengambil Rp. 600.000. dan ini terjadi hanya 
di desa ini. Dan katanya untuk administrasi dan pembuatan rekening.
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Dari hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori maka sudah 
sesuai dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dimana pendamping PKH 
memperlihatkan data keuangan yang berhak diterima oleh para PKM PKH. Dan 
untuk akuntabilitas para PKH juga mendapatkan uang sesuai yang tertera di data 
keuangan yang telah diperlihatkan oleh pendamping PKH, namun untuk lansia 
ada ketidaksesuaian karena dikenakan biaya administrasi dan biaya pembukaan 
rekening. Namun dari segi transparansi sudah sesuai dikarenakan karena pihak 
desa sekaligus yang menjadi pendamping PKH sudah menjelaskan kepada 
masyarakat melalui pertemuan dengan dinas sosial dan masyarakat PKM PKH 
bahwa uang itu digunakan untuk biaya administrasi dan pembukaaan rekening. 
Untuk teori sistem ditribusi dalam hal ini tentang profesionalitas, jika 
dikaitkan degan teori maka tidak sesuai, dimana yang menjadi pendamping PKH 
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adalah semua kalangan, ada yang dari jurusan kesehatan, lulusan SMA. namun ini 
dikarenakan kurangnya SDM yang berminat menjadi pendamping PKH 
khususnya daerah terpencil yang ada di daerah Kep. Selayar seperti Kecamatan 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjuan islam terhadap Program 
Keluarga Harapan hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
dapat diambil kesmpulan sebagai berikut : 
1. Mekanisme Program Keluarga Harapan secara umum sudah sesuai dengan 
Pedoman Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Kementrian 
sosial Republik Indonesia, namun dari segi tujuan PKH yang ditujukan 
untuk pendidikan dan Kesehatan digunakan oleh sebagian KPM PKH 
untuk pemenuhan kebutuhan primer seperti pembelian kebutuhan sehari-
hari yang disebabkan karena masyarakat tersebut memiliki pendapatan 
yang rendah.  
2. Menurut pandangan Islam Program Keluarga Harapan telah mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan 
kebutuhan sekunder (Hajiyat) yaitu pendidikan dan kesehatan. Meskipun 
tujuan PKH adalah pemenuhan kebutuhan sekunder (Hajiyat), namun 
kebutuhan primer (Tahsiniyat) juga terpenuhi dikarenakan adanya bantuan 
untuk pendidikan dan kesehatan maka pendapatan KPM PKH tidak terbagi 
antara untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan akan pendidikan dan 
kesehatan. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Untuk masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 
penelitian ini dapat dijadikan acuan bagaimana menjadi KPM PKH, 
sehingga semua KPM PKH memiliki komitmen dan upaya peningkatan 






2. Untuk para pendamping PKH penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan rujukan bagaimana menjadi pendamping PKH yang sesuai 
dengan pedoman Program Keluarga Harapan sesuai ketetapan 
Kementrian Sosial Republik Indonesia, sehingga KPM PKH di 
Indonesia dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban 
sebagai KPM PKH. 
3. Untuk para pemerintah setempat, penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi sehingga diadakan pendataan ulang karena banyak 
masyarakat yang sesuai syarat berhak  menerima bantuan PKH belum 
mendapatkan dana bantuan tersebut. 
C. Saran  
1. Bagi pemerintah pusat agar memperbaiki pendistribusian PKH yang 
telah dilaksanakan terutama dalam hal penetepan sasaran melalui 
perbaikan database karena masih ada yang ditemukan di masyarakat 
yang memiliki kategori miskin belum mendapatkan PKH. 
2. Bagi masyarakat penerima PKH. Agar menggunakan bantuan yang 
diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari PKH sebagai 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan 
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